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ABSTRAKSI

Berhasil ditandatanganinya ketentuan hukum intésnat PBB, United
Nations Convention Against Corruption (UNCAC) oleanyak negara di dunia,
membuktikan bahwa tindak pidana korupsi bukan hamgmajadi momok bagi bangsa
Indonesia, bahkan dunia internasional pun menyadanwa korupsi merupakan
musuh bersama yang harus diberantas. Jika masyatakadonesia menganggap
bahwa negara ini merupakan negara yang korupsiogansatu di Asia, bahkan di
dunia, kini adanya konvensi tersebut menandakaaknga korupsi di seluruh dunia.

Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Anti KorupKedua LSM yang
fokus terhadap pemberantasan korupsi ini, mend@sskerintah Indonesia untuk
meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB (United NatioConvention Against
Corruption/ UNCAC). Hal ini untuk mempermudah upg@gnberantasan korupsi di
Indonesia. Salah satu keuntungan yang diperolelonksila adalah kemudahan
melakukan ekstradisi para koruptor yang menyimpasil kkejahatannya di negeri-
negeri tetangga, seperti Singapura yang selamidtankenal sebagai tempat paling
aman untuk menyembunyikan hasil kejahatan korupsi.

Pemerintah Indonesia menandatangai Konvensi Antgsirdi Markas Besar
PBB, New York, tanggal 18 Desember 2003 dan teledtifikasi oleh pemerintah
Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20@t&arig Pengesahan UNCAC
2003. Selama ini, kita masih kesulitan untuk mekakupengembalian asedsSet
recovery para koruptor yang telah berada di luar negeendan meratifikasi
konvensi tersebut, Indonesia bisa menggunakan ksntersebut sebagai instrument
baru dalam rangka asset recovery. Kejahatan korspdah masuk kejahatan
transnasional yang pelakunya bisa lari kemana daja uangnya bisa disimpan
dimana saja, sehingga untuk mengatasinya tidakgagéutuhkan kerjasama dengan

negara-negara lain.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Sejarah membuktikan bahwa praktik korupsi sudajaderdi masa-masa
silam, tidak saja di masyarakat Indonesia, akaapiehampir di semua negara.
Korupsi akan senantiasa timbul apabila suatu makgatidak memiliki nilai budaya
yang secara tegas dan tajam memisahkan antara pnitiadi @rivate goody dan
milik masyarakat gublic good¥ Ada kecenderungan bahwa yang seringkali
melakukan pengaburan antaraate goodsianpublic goodsadalah para penguasa.

Pada masa feodal dahulu di Eropa dan Asia, termiasighesia, tanah-tanah
luas adalah milik raja, dan raja menyerahkan peagaw berbagai kawasan kepada
para pengeran kaum bangsawan dan ditugasi untulkungerhpajak, sewa, upeti dari
rakyat yang menggarap tanah-tanah tersebut. Sebagag ditentukan harus
diserahkan oleh para pangeran dan pembesar kepagaaga, dan selebihnya untuk
para pangeran dan pembesar. Lebih tragis laginselembayar dalam bentuk uang
(in naturg), tidak jarang rakyat diharuskan membayar dengaenafa kasar’r¢di),
bekerja keras dengan paksaan untuk memenuhi berkagerluan sang pembesar
dan raja. Kewajiban-kewajiban demikian, yang dilmiiaa kepada rakyat pada masa
itu, dilakukan dalam kerangka adat, budaya, kehiastrun-temurun sehingga

dipandang sebagai sesuatu yang wajar-wajar sagyapg dilakukan sang raja dan

! Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manbsrmasyarakat, yakni ketika organisasi
kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Pada 2800n yang lalu Perdana Menteri Brahmana dari
Candragupta mendaftar sekurang-kurangnya “empahpdra’ menggelapkan uang dari pemerintah.
Di Cina Kuno,pegawai-pegawai mendapat uang ekstng ylisebu¥ang lien yakni membina sifat tak
dapat korupsi, S.H AlataKorupsi: sifat, sebab, dan fungsiakarta: LP3ES, 1987, hal 1
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pembesar dianggap “patut” dan merupakan “hak megrakaskipun rakyat pada
dasarnya merasa tertindas dan berat untuk meldieaamyga.

Masalah korupsi ada di hampir semua negara, nayang paling banyak
terjadi adalah di negara sedang berkembang. Akilaaisan penjajahan, lembaga-
lembaga pemerintah di negara sedang berkembangerceryd lebih lemah,
masyarakat sipilnya kurang berperan serta dalarggmehilan keputusan publik, dan
proses birokrasi dan politik berlangsung kurangbuka dan kurang dapat
dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan negara-nieglustri yang berkesempatan
menumbuhkan birokrasi yang berbasis pada prestasiit( syster) kelembagaan
politik yang kompetitif, proses pemerintah yangnsjgaran, serta masyarakat sipil
yang berpengetahuan cukupe(l informed dan didukung dengan perkembangan
media massa, membuat negara-negara tersebut kegiunigkinan melakukan
korupsi?

Masalah korupsi juga didefinisikan sebagai penygiahan jabatan publik
atau swasta untuk keuntungan pribadi yang telahjadesalah satu dilema yang
paling abadi yang dihadapi oleh pemerintah sepgngmparah. Walaupun mungkin
terdapat perbedaan-perbedaan dalam sifat dan cakdgea perilaku korup, dan
sejauh mana tindakan-tindakan anti korupsi ditegakkenomena tersebut dapat
ditemukan setiap saat dan dalam semua sistemkpalidil itu juga dapat ditemukan
dalam sektor swasta. Memang, hubungan antara katupsktor publik dan swasta
merupakan suatu bidang perhatian tertentu baikkunégara-negara maju maupun
negara-negara berkembang di Kawasan Asia Pasifik.

Secara historis, keprihatinan tentang masalah koragnderung berputar-
putar, di mana penyingkapan penyalahgunaan jaliatan memicu kampanye anti
korupsi dan tindakan-tindakan balasan administyatifg kemudian menghilang dari
pandangan sampai adanya putaran skandal berikyanyg memberikan dorongan

lebih lanjut untuk pembaharuan. Sejumlah besarasiountuk pemerintahan yang

2 http://www.transparansi.or.id/artikel/artikel pkikel 01.html




baik yang bertahan didasari keinginan untuk mengiratau menghilangkan

korupsi. Reformasi administrasi publik terbesargpakhir abad sembilan belas dan
awal abad dua puluh, seperti penerapan sistem greglaymasyarakat yang bersifat
meritokratik, manajemen profesional pada kementdan departemen pemerintah,
atau penciptaan anggaran, pengadaan, serta prasemstansi pemeriksaan atau
audit yang lebih resmi, mengakar dalam keinginatukumenghindari penyogokan

dan pendukungan politik yang terjadi sebelumnya.

Liberalisasi pers di sebagian besar dunia telah ungkinkan para wartawan
untuk menulis secara lebih bebas tentang perbysgdn:atan pemerintah yang tidak
bijaksana. Peningkatan-peningkatan di bidang péaidserta arus informasi yang
meningkat di antara negara-negara telah membuatyanskst mereka lebih
menyadari upaya-upaya anti korupsi di negara-ndgaradan tidak ingin mentolerir
penyalahgunaan sistemis di dalam negeri. Munculeyabaga-lembaga swadaya
masyarakat (LSM) dunia yang baru yang berdedikagikumemerangi korupsi telah
membantu untuk membawa dan mempertahankan masakdbwt dalam sorotan,
baik di negara-negara maju maupun negara-negakarbbang.

Walaupun korupsi sejak lama disebut sebagai musubaima masyarakat,
tetapi penindakan terhadap para koruptor dan pelgiéan aset-aset hasil korupsi
belum menunjukkan banyak kemajuan, khususnya kbrygsg dilakukan para
mantan kepala pemerintahan. Sudah banyak upayakila pemerintah di sejumlah
negara untuk menarik kembali dana-dana hasil korypag dilakukan mantan
pemimpin negara. Akan tetapi, seperti yang dialémdionesia, Filipina, Nigeria,
Peru, Ukraina, Zaire, Haiti dan lainnya, tidak mudentuk mengetahui di mana dana
curian itu disimpan, apalagi sampai bisa mengambilkembali. Selain tidak
mempunyai sistem hukum untuk menangani pencuciag dan penggelapan aset-
aset curian, mereka pun tidak mempunyai kapas#aksrdsistem peradilan kriminal
mereka untuk meminta bantuan hukum internasiorgtbeBapa negara yang berhasil

melacak keberadaan aset mereka yang dicuri manégmimpinnya, biasanya



menumpukan upayanya pada kesepakatan bilaterahderapara tempat aset curian
itu disimpan.

Korupsi telah menjadi isu internasional yang hadiberantas. Untuk
mencegah dan mengatasi dampak yang ditimbulkankaeipsi, maka tidak hanya
tanggung jawab suatu negara, tetapi lebih darditujtuhkan komitmen masyarakat
internasional untuk saling bekerjasama dalam meictegan memberantasnya.
Komitmen masyarakat internasional untuk menentangudsi ditandai dengan
berhasil ditandatanganinya Konvensi PerserikatanngB&Bangsa tentang
Perlawanan Terhadap Korupdunited Nations Convention Againts Corruption/
UNCAQ oleh 140 negara di Merida, Meksiko, pada tan@yalampai dengan 11
Desember 2003. Sehingga tanggal 9 Desember ditetagddoagai hari Anti Korupsi
Sedunia. Konvensi ini sendiri telah diterima seaqasmi oleh Majelis Umum PBB
berdasarkan resolusi No. 57/169. Setelah dirasifisakurangnya oleh 30 negara, ia
berlaku efektif 14 Desember 2005. Jumlah negarg yaeratifikasi UNCAC sampai
dengan tahun 2007 adalah 129 nedara.

UNCAC adalah Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 yargerlaku secara
global, yang dirancang untuk mencegah dan memekangpsi secara komprehensif.
KAK 2003 menetapkan secara eksplisit bahwa korupgrupakan kejahatan
transnasional dan membawa implikasi yang sangat Kerupsi meruntuhkan sendi-
sendi demokrasi, menghambat pembangunan berkelanjmtelanggar hak asasi
manusia, menggoyahkan keamanan suatu negara, daimimalisasi kesejahteraan
bangsa-bangsa. KAK 2003 menyiapkan 3 (tiga) strayj@mg memiliki saling
ketergantungan satu sama lain. Ketiga strategielets adalah kriminalisasi
(criminalisation), pengembalian hasil aset korupasget recovely dan kerjasama
internasional ifternational cooperation® Penandatanganan konvensi tersebut

memberikan peluang untuk pengembalian aset-asstkpanptor yang dibawa lari ke

3 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/23/tadrhl
“ibid.,




luar negeri. Selain itu, negara-negara yang telaratifikasi konvensi ini akan terikat
untuk mempidanakan praktek-praktek korupsi, teridsrmitra dalam pemberian
bantuan teknis dan keuangan dalam pengembaliayasgdikorup.

Pelaksanaan dari KAK 2003 bisa dilihat dari berhgai Filipina, setelah 18
tahun, berhasil menarik uang Presiden FerdinanctcddaUS$ 624 juta (sekitar Rp
5,6 triliun) dari rekening bank Swiss. Peru berhasnemukan kembali uang lebih
dari US$ 180 juta (sekitar Rp 1,62 triliun) yangui bekas Kepala Intelijen Polisi
Vladimiro Montesinos yang disimpan di Swiss, Kepala Cayman, dan Amerika
Serikat. Nigeria berhasil menemukan kembali ase$ 885 juta (sekitar Rp 4,5
triliun) di Swiss dari Presiden Jenderal Sani AleectKeberhasilan dari negara-
negara tersebut tidak lepas dari kerjasama intermasantar negara korban dengan
negara pihak peratifikasi yang lain dalam rangkagpenbalian aset hasil korupsi
(asset recovely

Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indojegeamerupakan negara
dengan masalah korupsi yang sangat kompleks. Kiodiupsdonesia sudah menjadi
suatu fenomena yang sangat mencemaskan karenastiakin meluas. Kondisi
tersebut telah menjadi salah satu faktor penghaatbata pelaksanaan pembangunan
Indonesia dan sangat membahayakan kesatuan daatuagrsbangsa. Di mata
internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Indaaesipandang sebagai salah satu
negara terkorup di dunfa.

Tabel 1
Corruption Perception Index di Berbagai Negara 1995 — 1997

No. Negara 1995 1996 | 1997

1. Singapura 9,26 8,80 8,92
2. Malaysia 523 5,32 5,01
3. Thailand 2,79 3,33 3,06

5 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/09/nalstil
6 http://www.transparency.org/survey/#cpi




4, Filipina 2,77 2,69 3,05
5. Indonesia 1,94 2,65 2,72
SumberTransprency Internationakeperti dikutip Tanzi (1998)

Bahkan mantan Presiden Indonesia Soeharto merupadammpin dunia
yang paling korup di mata PBB dan Bank Dunia. Sal@2tahun berkuasa, Soeharto
diduga telah mengkorupsi uang negara antara US8$51&iliar. Bank Dunia
bekerjasama dengan PBB mengeluarkan data tentangnpen negara terkorup di
dunia yang terangkum dalam data "Estimates of Fédlegedly Embezzled from 9

Countries" berikut ini :

Tabel 2

"Estimates of Funds Allegedly Embezzled from 9 Counes"
No. Pemimpin Negara Jabatan Jumlah (US$
1. | Soeharto Indonesia  1967-1998 15 — 35 miljar
2. | Ferdinand Marcos Filipina 1972-1986 5 — 10 milia
3. | Mobutu Sese Seko Zaire 1965-1997 5 miliar
4. | Sani Abacha Nigeria 1993-1998 2 — 5 miliar
5. | Slobodan Milosevic | Serbia 1989-2000 1 miliar
6. | Jean-Claude DuvalierHaiti 1971-1986 | 300 — 800 juta
7. | Alberto Fujimori Peru 1990-2000{ 600 juta
8. | Pavlo Lazarenko Ukraina 1996-1997 114 — 200 juta
9. | Arnoldo Aleman Nikaragua 1997-2007 100 juta

SumberTransprency International

Dalam rangka menyelesaikan masalah tindak pidamapkbpara pembuat
kebijakan telah membentuk Undang-Undang Nomor 2&uiial999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas damupki, Kolusi, dan



Nepotisme sebagai bentuk semangat reformasi hulenhadap penegakan tindak
pidana korupsi. Untuk menindak lanjuti semangat reformasi hukur lairlah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubdhdang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidangp®i. Dalam pelaksanaan
teknis pemberantasan tindak pidana korupsi. Prnesideenetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gaburmmnberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Tim Gabungan Pemberantasan Tind#n® Korupsi diharapkan
dapat mewadahi koordinasi antara kepolisian, kegksinstansi terkait, dan unsur
masyarakat dalam upaya penanganan kasus-kasusksecpra lebih efektif.
Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini diharapdapat menangani
kasus-kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalansesrgpenanganannya. Bahkan
dinilai oleh khalayak umum bahwa kedua instituspitn sudah masuk ke dalam
virus korupsi itu sendiri. Untuk itulah KPK dibektu sebagai jawaban atas
mandulnya penanganan korupsi yang terjadi selamaBerbeda dengan tim-tim
antikorupsi yang terbentuk sebelumnya, kehadirarK Kdelain dikuatkan dalam
bentuk UU, kewenangan KPK pun dinilai super. KonlEmberantasan Korupsi
(KPK) adalah salah satu lembaga negara baru yabgnidik oleh pemerintah
Indonesia dengan semangat reformasi hukum dalanegpkan tindak pidana
korupsi, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nor36r Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPKatajpkategorikan sebagai

! Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksaldmd ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang tindak pidana koriptusi adalah permufakatan atau kerjasama
secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negaramtizra Penyelenggara Negara dan pihak lain
yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau raeddepotisme adalah setiap perbuatan
Penyelenggara Negara secara melawan hukum yangumtengkan kepentingan keluarganya dan
atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, laanigs negara.
Qttp://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16050&cera
ibid.,




badan khususafl hod yang berwenang untuk melakukan penanganan kasusk
korupsi tertentd.

Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan ksmiaaga mengenai
korupsi yang sebenarnya memperlihatkan besarnya baiagsa Indonesia untuk
memberantas korupsi. Walaupun demikian, masih diildgelemahan yang dapat
disalahgunakan oleh tersangka untuk melepaskamlafirjeratan hukum® Terlepas
dari kuantitas peraturan perudang-undangan yargsitkhn, dalam pelaksanaannya
instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memias korupsi. Selain itu
banyak kasus korupsi di Indonesia yang aset cwyaadiarikan ke luar negeri untuk
kemudian disimpan di bank-bank luar negeri yanggtiap amar’

Sebagai bangsa yang bertanggung jawab dan komittezhadap
pemberantasan korupsi, Indonesia ikut menandatangamvensi tersebut pada
tanggal 18 Desember 2003 dan Indonesia telah rileaati Undang-Undang No.7
tahun 2006 pada tanggal 18 April 2006 sebagai kindajut dari kesepahaman
UNCAC, bagi terciptanya negara yang bebas darigsird

Dengan meratifikasi UNCAC menunjukkan bahwa Pemahi sebagai
bagian masyarakat internasional mau ikut sertandahemberantas korupsi. Dari
ketiga strategi UNCAGC?® strategi yang berkaitan dengasset recoverynerupakan
strategi yang penting bagi Indonesia mengingaetagia kasus-kasus korupsi

yang terjadi di Indonesia tidak dapat diselesaiki@ngan tuntas, karena pelakunya

° seperti yang disyaratkan oleh Pasal 11 dan 12 méptmdang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu,

pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penygdeagdan orang lain yang ada kaitannya dengan
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparaiegak hukum atau penyelenggara Negara, kedua,
mendapat perhatian yang meresahkan masyarakajaketenyangkut kerugian Negara paling sedikit
satu miliar.Ibid,.
19 http://opni.wordpress.com/2006/10/04/membaca-Hatapsi/
izl http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/23/tajdrhl

ibid.,
13 Ketiga strategi tersebut adalah kriminalisasinfinalisatior), pengembalian hasil aset korupssget
recovery, dan kerjasama internasionadtérnational cooperatio); ibid.,




melarikan diri ke luar negeri berikut dengan udmagil korupsinya. Ironisnya,
beberapa negara secara langsung maupun tidak, mkamb@erlindungan karena
uang yang dibawa oleh koruptor tersebut dapat meahrdevisa dan diinvestasikan
baik melalui penanaman modal asing langsutige¢t investment maupun tidak

langsung idirect investment)i negaranya.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, Korupsi bukgnkejahatan lokal dan
atau nasional. Korupsi telah menjadi kejahatan luasa(extraordinary crime)yang
bersifat transnasional dan melewati lintas batagarae(cross border) Pemerintah
Indonesia telah menempatkan pemberantasan korepsigai salah satu prioritas
dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk reedaerkesinambungan
mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebag&atapsi. Dari latar belakang

masalah penulis memberikan judul tulisan ini:

KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI
United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)



10

1.2Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah, ruang lingkup pemisahasangat diperlukan.
Tujuannya adalah agar pembahasan masalah berkerkbargh sasaran yang tepat
dan tidak keluar dari pokok permasalahan.

“membatasi objek atau permasalahan fungsinya ada&hberikan batasan-
batasan yang akan menjadi pedoman kerja, dan bagigolain akan

mencegah kemungkinan kerancuan pengertian dan kelmbwilayah

pengertian.**

Batasan yang penulis gunakan dikategorikan dalaarbdtasan yang meliputi

batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1Batasan Materi

Batasan materi merupakan batasan yang digunakak ummbatasi materi
yang dikaji. Batasan meteri dibutuhkan agar pemémhaalam suatu tulisan tidak
melebar. Batasan materi yang menjadi acuan dalbsariuni menyangkut kebijakan
Indonesia untuk meratifikasi UNCAC Ufiited Nations Convention Againts
Corruption), apa alasan pemerintah Indonesia meratifikadiasapa yang akan

menjadi kendala hukum dalam implementasinya.

1.2.2Batasan Waktu

Batasan waktu diperlukan untuk membatasi jangkawp&rmasalahan yang
diteliti. Dalam hal ini batasan waktu yang penglisiakan adalah antara kurun waktu
tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Pada tanggak@mber 2003 merupakan
tahun pertama yang menetapkan korupsi sebagai ahasalernasional melalui
ratifikasi UNCAC United Nations Convention Againts Corruptjooleh PBB.

Kemudian tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Adr korupsi Sedunia”.

% Sutrisno HadiMetodologi Research Jilid Yogyakarta: Andi Offset, 1984, hal 8
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1.3Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan dalam suatu penukagra ilmiah untuk
menjelaskan masalah sehingga tujuan penulisan gamgapkan dapat tercapai.
Menurut The Liang Gie :

“Masalah kejadian atau keadaan menimbulkan pertanykalam hati kita

tentang kedudukannya; kita tidak puas dengan meilfhamelainkan kita

ingin mendalami masalah hubungannya dengan ilmandisa mengajukan
bagaimana duduk persoalannya.”

United Nations Convention Againts Corruption mekga Konvensi Anti
Korupsi PBB yang menunjukkan adanya komitmen irgsional untuk memberantas
korupsi yang diadakan pada tanggal 9 sampai debhfyddesember 2003. Konvensi
ini sendiri telah diterima secara resmi oleh Maj&limum PBB berdasarkan resolusi
No. 57/169. Ratifikasi UNCAC bertujuan untuk memdekan kewajiban-kewajiban
yang mengikat negara-negara pesertanya. KAK 20@# tberhasil membangun
strategi besar (grand design) yang paripurna teghgeemberantasan korupsi yang
dirinci menjadi 8 (delapan) bab dan 71 (tujuh pulsditu) pasal. KAK 2003
menyiapkan 3 (tiga) strategi yang memiliki salingtdegantungan satu sama lain.
Ketiga strategi tersebut adalah kriminalisagiinfinalisatior), pengembalian hasil
aset korupsi gsset recovely dan kerjasama internasionalintérnational
cooperation. KAK 2003 ditujukan secara khusus dan sangat dpshtingan di
dalam proses pengembalian aset dengan pertimbapgeama, aset hasil korupsi
adalah harta kekayaan “negara korbastate’s victim/ state of orig)p dan aset
tersebut harus segera dikembalikan untuk membaagara yang bersangkutan
meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kedua, utujdan tersebut, diperlukan
kerjasama internasional antar-negara pihak terhadd&®K 2003 (negara

peratifikasi)*®

!> The Liang Gie, llmu Politik dalam Mochtar Mas’oédlmu Hubungan Internasional: disiplin dan
metodologi”’, Jakarta: LP3ES, 1994, hal 187

16 http://www.unodc.org/unodc/corruption.html#top
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Indonesia telah menandatangani UNCAC (United Naticdhonvention
Againts Corruption) pada tanggal 18 Desember 2@0BIddonesia telah meratifikasi
Undang-Undang No.7 tahun 2006 sebagai tindak ladgut kesepahaman UNCAC
pada tanggal 18 April 2006. Partsipasi Indonesidarmda konvensi tersebut
menunjukkan bahwa komitmen Indonesia dalam usahabmmantas korupsi tidak
hanya dalam skala nasional tetapi juga internakidbangan ikut meratifikasi,
Indonesia bisa memanfaatkan isi dari konvensi bertsentuk menyelesaikan masalah
korupsi baik yang terjadi di dalam negeri maupurugesi yang terjadi lintas negara,
terutama dalam rangka pengembalian aset korupg gda di luar negeri. Dalam
pengembalian aset inipun pemerintah bisa memardaakierjasama internasional
dengan negara-negara lain sesuai dengan KAK 2003.

Namun demikian, pengembalian asset korugss€t recovepytersebut juga
tidaklah mudah diwujudkan jika kerjasama internagioyang dilakukan oleh
Indonesia masih lemah dan ketentuan di dalam UUomals Indonesia tidak
memenuhi standar internasional yang telah ditemtudla dalam KAK 2003’
Kesamaan standar internasional minimal yang teisdépdkati di dalam KAK 2003
tersebut sudah tentu juga memerlukan proses hasasnhukum yang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ufiagalam sistem hukum
Indonesia. Berdasarkan uraian diatas rumusan nmagatey penulis ajukan adalah :
Apa alasan Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCAC (United Nations
Convention Againts Corruption) serta apa saja kendala hukum yang dihadapi

oleh pemerintah dalam implementasinya?

Yibid.,
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1.4Kerangka Pemikiran

Suatu permasalahan yang diangkat harus mempunymiadan untuk
menganalisa. Dalam hal ini penulis akan menggun&eaangka konsep dan teori.
Kerangka konseptual adalah hal relatif penting rdataelakukan analisa terhadap
suatu fenomena sehingga menghasilkan suatu ekspiam jelas?®

Dalam tulisan ini penulis menggunakan konsep yaittardpkan akan
mempermudah dalam memahami dan menangkap maksutulgan ini. Adapun
yang dimaksud dengan konsep itu sendiri menurulidMilD. Coplin adalah sebagai
berikut:

“Konsep adalah suatu rangkaian kata yang digunakdonk menerangkan

sesuatu secara tepat sehingga orang lain memapamgaag dimaksudkart®

Mochtar Mas’oed dan Plano memberikan batasan tgntefinisi konsep

sebagai berikut:

“Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melgkdansesuatu
gagasan. la bukan sesuatu yang asing, kita menkmumga sehari-hari untuk
menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengarkateggrikan hal-hal
yang kita temui berdasarkan ciri-cirinya yang relebagi kita.*

Plano mendefinisikan:

“Konsep adalah suatu gambaran atau gagasan jiwg dientuk atas dasar
penggeneralisasian sifat-sifat kelompok benda. Epralalah suatu abstraksi
yang melahirkan deskripsi. Oleh karena itu ia ligarapkan pada hal-hal
khusus dari suatu penggolongan yang bersangkutayadéonsep®

Kerangaka dasar teori adalah landasan berpijakmdalamikiran suatu
pendapat dengan menggunakan teori-teori untuk megmkan dan menganalisa

8 Mc. Cain dan Segal dalam Mochtar Mas'oepl.cit, hal 188

19 william D. Coplin, PengantaPolitik Internasional: Suatu Telaah Teoritiserjemahan Marsedes
Marbun, Bandung: Sinar Baru, 1992, hal 8

% Mochtar Mas’oed,Studi Hubunganinternasional: Tingkat Analisis dan Teorisadfogyakarta:
PAV-SS-UGM, 1989, hal 93

2L Jack C. Plandamus Analisa Politik Jakarta: Rajawali Press , 1982, hal 38
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permasalahan. Landasan teori yang ada digunakamk umenjembatani antara
permasalahan dengan hipotesa yang penulis ajuleaaangkat dari definisi tersebut
maka dalam menganalisa permasalahan yang penukangjpenulis mendasarkan
pada landasan Teori Pengambilan KeputuBetigion Making Theojy

Menurut Mochtar Mas’oed Teori Decision Making adiala

............. teori pembuatan keputusan (decisi@kimg) memusatkan perhatian
pada berbagai rangsangan atau stimulus yang meupdang proses
pembuatan keputusan dan keputusan itu sefidiri.

Decision Making dapat diartikan sebagai studi tentang analisa epros
pengambilan keputusan. Proses tersebut terletalk pathngkaian kegiatan yang
dilakukan oleh para aktor pengambil keputusan, ibzaysa persepsinya terhadap
suatu masalah, penyusunan fakta-fakta informasitinggangan alternatif dan
pemilihan cara bertindak yang sudah diperhitungkatak memperbesar pencapaian
tujuan. HakikatDecision Making Theorytu sendiri adalah sebagai sebuah proses
yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalalg yarbentuk, pemilihan sarana-
sarana alternatif yang ingin diterapkan dalam urusegara yang dipikirkan oleh
pembuat keputusadécision maker*

Pengambilan keputusan dilakukan dengan berbagaisarala yang
mempengaruhinya. Graham T. Allison menerangkan balalasan tersebut
tergantung pada level analisis yang dipilih olehapzeneliti. la menyebutkan ada 3
level analisis dalam memahami proses pengambilgsutyean yaitu individu,

organisasi dan sisteffl.

22 Mochtar Mas’oedpp.cit,hal 116

2 A. Eby HaraDecision Making Theories Dalam Studi HI: suatu up#sorisasj dalam Jurnal Politik

No. 9, Jakarta: PT. Gramedia, 1991, hal 18

4 Individu dijadikan fokus dalam proses pengambikeputusan karena tidak semua orang yang
mengambil keputusan akan menanggapi situasi yamg siengan cara yang sama. Kemudian, posisi
organisasional merupakan faktor terpenting terhatiagkah laku individu dalam pengambilan
keputusan, karena posisi individu dalam suatu dsganakan sangat mempengaruhi pandangannya.
Organisasi dianggap penting dalam pengambilan kspaotkarena sama halnya dengan individu yang
membentuknya. Hal ini disebabkan karena organadaiah kumpulan individu-individu. Dalam level
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Proses pengambilan keputusan berupa kebijakan ifit@sit UNCAC,
penulis menganalisanya dalam level sistem. Hakamena sebuah proses kebijakan
tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan addividu-individu lain dalam
organisasi dan sistem yang ada didalamnya. Keljakmlonesia meratifikasi
UNCAC tidak hanya berasal dari satu individu sajelaimmkan oleh beberapa
individu, badan yang ada di dalam maupun di luangr@tahan. Sehingga ratifikasi
UNCAC sebagai salah satu wujud dari keseriusannesia dalam melakukan upaya
untuk pemberantasan korupsi melalui Undang-Undargndd 7 tahun 2006,
mempunyai alasan yang mendorong pemerintah menbaodiu kebijakan untuk
meratifikasinya.

Konsep kedua yang penulis gunakan adalah Konsganian Internasional.
Perjanjian Internasional adalah perjanjian yanglakan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan takibBum tertentu. Ada
beberapa bentuk perjanjian internasional salahngatuyaitu konvensi. Istilah
konvensi biasanya dipakai untuk dokumen yang rekemibersifat multilateral. Juga
mencakup dokumen-dokumen yang dipakai oleh apamgtdga internasional.
< Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasithal.

Langkah-langkah yang biasa ditempuh dalam membuatjargian
internasional adalah sebagai berikut :

a Pemberian kuasa resmi kepada orang yang melak@gosiasi atas nama negara

peserta.

sistem, ada tujuan yang pasti yang telah dicanangkeh para pengambil keputusan, bahwa dalam
keputusan yang dibuat setelah mempertimbangkanaseifternatif kemudian memilih alternatif yang
paling efektif dan efisisen untuk mencapai tujuansebut. Graham T. Allison (et.al), dalam Marry G.
Kweit& Robert W. Kweit,Metode dan Konsep Analisa Politikakarta: Bina Aksara, 1986, hal 188

% Bentuk Perjanijian Internasional yaitu: Treaty, Kensi, Protokol, Persetujuan, Arrangement, Proses
Verbal, Statuta, Deklarasi, Modus Vivendi, PertakaiNota atau Surat, Ketentuan Penutup (Final
Act), Ketentuan Umum, T. May Rud¥ukum Internasional lIBandung: Refika Aditama, 2001, hal
123-126

% Mohd. Burhan TsanHukum dan Hubungan Internasionalogyakarta: Liberty, 1990, hal 75-79
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Dalam tahap ini ditunjuk suatu perwakilan untuk akekan negosiasi.
Pemberian kuasa resmi harus dilakukan dengan progadg tepat.
b Negosiasi dan adopsi

Dalam tahap ini para delegasi tetap mengadakamigalboudengan pemerintah
masing-masing.
¢ Otentikasi dan penandatanganan

Apabila rancangan final perjanjian internasioanlatie disetujui, berarti
instrumen ini telah siap untuk ditandatangani. ebedilakukan penandatanganan,
rancangan teks tersebut dapat diumumkan. Tahap ngat@ganan biasanya
merupakan hal yang paling formal.
d Ratifikasi

Ratifikasi adalah merupakan persetujuan Kepala Mdegi@u pemerintah atas
penandatanganan perjanjian internasional yanguktak oleh kuasa penuhnya yang
ditunjuk dengan sebagaimana mestinya.
e Aksesi dan addesi

Aksesi dan addesi merupakan cara untuk menyataianikatan negara pada
perjanjian internasional yang tersedia bagi negagara yang tidak ikut serta dalam
pembuatan perjanjian internasional.
f Mulai berlakunya perjajanjian internasional

Menurut ketentuan pasal 24 ayat 1 Konvensi Wina91Bérlakunya suatu
perjanjian tergantung pada ketentuan perjanjiaarmasional itu sendiri atau apa
yang telah disetujui oleh negara peserta.
g Reqgistrasi dan publikasi

Pasal 102 Piagam PBB 1945, menentukan bahwa sensganj@mn
internasional dan persetujuan internasional yarmali oleh anggota PBB harus
sesegera mungkin dicatatkan pada Sekretariat PBBcelmudian akan diumumkan
oleh Sekretariat.

h Aplikasi dan pelaksanaan perjanjian internasional
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Langkah final proses pembuatan perjanjian inteomadi adalah penyatuan
ketentuan perjanjian internasional ke dalam hukasiamal negara pihak. Kemudian
diikuti tindakan aplikasi, tindakan administrasingadiperlukan dab supervisi oleh
organ-organ internasional.

Dalam pelaksanaannya negara-negara peserta rsitifikan dihadapkan pada
sejumlah persiapan berupa adanya kesamaan stananasional dari hukum
nasional yang akan menjadi suatu kendala dalanmemmgatasinya. Persiapan tersebut
berupa adanya kesamaan standar internasional didmh nasional negara yang
bersangkutan. Dengan demikian perlu adanya suase®harmonisasi hukuth.

Gambar 1

Bagan Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional bawah Wibawa PBB?®
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2" Harmonisasi adalah suatu proses standarisasinasienal untuk menyamakan standar hukum
nasional yang berlaku di negara yang bersangkutagah standar internasional sebagai akibat dari
ratifikai yang menuntut adanya pemberlakuan (Eimiy Force),ibid, hal 130

% Mohd. Burhan Tsanpp. cit hal 82
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UNCAC adalah konvensi untuk menentang korupsi yabegrhasil
ditandatangani pada tanggal 9 sampai dengan 11lnibese2003. Konvensi ini
sendiri telah diterima secara resmi oleh MajelisudnPBB berdasarkan resolusi No.
57/169.Main pointdari isi konvensi tersebut adalah Kriminalis#sset Recovery
Kerjasama Internasional. Dimana isi dari UNCAC lsaéing mendukung satu sama
lain. Indonesia ikut menandatangani konvensi ters@lada tanggal 18 Desember
2003 dan Indonesia telah meratifikasinya melaluddhg-Undang No.7 tahun 2006
pada tanggal 18 April 2006 sebagai tindak lanjut Basepahaman UNCAC, bagi
terciptanya negara yang bebas dari korupsi. Denganatifikasi UNCAC Indonesia
mempunyai sejumlah kewajiban untuk melakuakan stasebki internasional agar
UNCAC bisa mempunyai kekuatan pemberlakuan bagiodaedia. Selain itu
Indonesia bisa memanfaatkan UNCAC untuk menyelagsaiknasalah korupsi

Indonesia yang sudah melintas batas negacag bordey.

1.5Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawabanntsemedari analisa
permasalahan yang diuji kebenarannya. Hipotesieridian untuk menemukan
alternatif terdekat dari berbagai macam dugaan ydiagggap benar. Menurut
Sutrisno Hadi:

Hipotesis dipandang sebagai konklusi yang sifatsgagat sementara atau

dugaan yang mungkin salah, dia akan ditolak jikahsdan akan diterima jika

fakta membenarkannya. Penolakan atau penerimaatebip dengan begitu

akan sangat tergantung pada hasil-hasil penyelidikahadap fakta yang

dikumpulkan?®

Berdasarkan permasalahan yang penulis ajukan, yapa alasan yang
membuat Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCAC dpa saja kendala hukum
yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaarvighia, penulis mempunyai

dugaan sementara dari analisa penulis bahwa “Pdrajem aset hasil korupsagset

29 Sutrisno Hadipp.cit.,hal 18
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recovery Indonesia yang berada luar negeri merupakanralgesaerintah Indonesia
meratifikasi UNCAC United Nations Convention Againts CorruptjorHal ini
dikarenakan Pemerintah Indonesia menjadikan UNCAGagai instrumen baru
dalam hal pengembalian aset hasil korupssét recovedydi Indonesia yang berada
di luar negeri. Akan tetapi implementasi UNCAC bnikh suatu hal yang mudah
karena pemerintah harus melakukan proses harmomisksm nasional Indonesia
mengenai korupsi untuk memenuhi standarisasi iaggonal. Selain itu untuk
memanfaatkan kerjasama internasional dalam halgmebglian aset korupsagset
recovery di Indonesia yang berada di luar negeri, pemahiniiga akan mengalami
kesulitan karena kerjasama internasional Indonasisih tergolong lemah, untuk itu
pemerintah perlu meningkatkan kerjasama internakiagar proses pengembalian
aset korupsi di Indonesia yang berada luar negsailierjalan dengan lancar.

1.6 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan suatu karya ilmiah yang bermeswa dengan disiplin
ilmu, maka suatu penulisan karya ilmiah tidak bolepas sari pemakaian kaidah
metode penelitian. Tujuan pokok penelitian untulknjaaskan fenomena yang bisa
dicapai dengan cara memahami dan menghubungkamésrzo tersebut melalui
metode tertentu. Definisi metode menurut pendapatliang Gie:

Metode merupakan cara atau langkah yang berulargidehingga menjadi
suatu pola untuk menggali pengetahuan tentang symjala, pada ujung
awalnya ini merupakan langkah untuk mengumpulkaa-data, sedangkan
pada ujung akhirnya merupakan langkah untuk memseelebenarannya dan
pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai masatabut®

Dari definisi metode diatas, maka ada dua hal pgntlalam metode
penelitian yaitu Metode Pengumpulan data dan Mefodsdisa Data.

% The Liang Gie, llmu Politik: Suatu Pembahasan @egtPengertian, Kedudukan, Lingkup dan
Metodologis, Yogyakarta: FISIP UGM, 1974, hal 130
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1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam tulisan ini penulis mencoba menggali dataisd&r untuk mendukung
keakuratan dari hasil penelitian yang ingin dicagah peneliti. Adapun sumber data
yang menjadi rujukan penulis antara lain :
Perpustakaan Pusat Universitas Jember
Perpustakaan FISIP Universitas Jember

Internet

A W DN P

Surat Kabar

1.6.2 Metode Analisa Data

Proses selanjutnya setelah data terkumpul yaitggelisaan data dengan
proses yang benar dan terarah untuk mendapatkamgdan yang obyektif dan
alamiah. Dalam hal ini penulis berdasar pada apag ydikemukakan oleh
Koentjoroningrat, yaitu:

“Apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikigrdifat monografi atau

berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusegalam struktur

klasifikasi) oleh sebab itu analisanya pastilahlikaif.” **

Karena data yang terkumpul tidak dapat diukur selmargsung maka metode
yang digunakan adalah secara kulitatif. Sedangka&nainalisa yang penulis gunakan
adalah analisa deskriptif kualitatif. Menurut WAl D. Coplin bahwa:

“Analisa deskriptif akan menyajikan dan menjelaskeremberi gambaran
lengkap dan jelas) tentang suatu objek yang djtadimana didalamnya
digunakan teori, konsep atau model yang menjadidsan pemikiran®
Analisa data dimulai dari adanya penandatangan®CAL pada tanggal 9
sampai dengan 11 Desember 2003 dan diterima seesma oleh Majelis Umum

PBB berdasarkan resolusi No. 57/169. Penandatandamevensi ini dilakukan oleh

%! KoenjtoronimgratMetode-metode Penelitian Masyarakébgyakarta: FISIP UGM, 1974, hal. 130
32 william D. Coplin dan Mersedes MarbuRengantar Politik Internasional: suatu telaah teiwi
edisi keduaBandung: Sinar Baru, 1992, hal 3
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140 negara dan 129 negara telah meratifikasi igi kiznvensi tersebut. Hal ini
mendorong Indonesia ikut menandatangani konvensiehet pada tanggal 18
Desember 2003 memutuskan ikut meratifikasi UNCAi{ed Nations Convention
Againts Corruptioh pada tanggal 18 April 2006 melalui Undang-Undaiog7 tahun
2006 pada tanggal 18 April 2006 sebagai tindakuladari kesepahaman UNCAC.
Ratifikasi yang dilakukan Indonesia pasti mempunigguan tertentu sehingga
menjadi alasan Indonesia meratifikasinya. Kemudaalisa data dilanjutkan alasan
pemerintah meratifikasi UNCAC tersebut kemudianaftaselanjutnya penulis
menganalisa tentang kendala hukum yang dihadapipgenerintah Indonesia dalam

pelaksanaan UNCAC tersebut.

1.7 Metode Pendekatan

Agar suatu peristiva mempunyai kebenaran ilmialmgyainggi maka
diperlukan suatu pendekatan ilmiah dengan meméitu snetode yang dianggap
paling relevan untuk menjelaskan fenomena dari peatahan yang dipilih dalam

rangka mencapai pembuktian kebenaran dalam sattebip.

Menurut The Liang Gie, pendekatan adalah:

“ keseluruhan sikap penyelidikan, sudut pandangyark pangkal duga dan
kerangka dasar pemikiran yang dipakai untuk mertdekatu sasaran (seperti
halnya gejala-gejala politik) dan memahami pengeiahyang teratur dan
bulat mengenai sasaran yang telah ditelaah ilmyg y@ersangkutan, yang
digunakan untuk mendekati sasaran, memasuki bidiamgpengetahuan dan
menggunakan pengetahuan yang teratur mengenaasagsarg ditelaah®

Jadi pendekatan ini berguna untuk menjelaskan eaagkyang menjadi
pokok permasalahan dalam tulisan ini, sehingga apatd kesesuaian dalam

memecahkan masalah. Sebagai usaha melakukan pendékdadap permasalahan

% The Liang Giellmu Politik, Jakarta: Rajawali Press, hal 25
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yang diajukan, maka penulis menggunakan pendekzganjian umum atalaw
making treaty**

perjanjian umum atalaw making treatyadalah perjanjian internasional yang
ditinjau dari isi atau kaidah hukum yang dilahirkga, dapat diikuti oleh negara-
negara lain yang semula tidak ikut serta dalamgs@&mbuatan perjanjian tersebut.
Law making treatymembuat hukum memiliki orientasi kedepan danjukian untuk
ditaati secara berkelanjutan. Implikasi dari pgrganinternasional adalah timbulnya
kewajiban yang dibebankan kepada negara-negark, dediagai peserta maupun
bukan pesert® Kewajiban yang dikenakan terhadap negara-negarsertpe
merupakan kewajiban mengikat. Sedangkan terhadgara@egara non peserta
perjanjian ini mengikat selama ketentuan yang adancerminkan hukum
kebiasaarf® UNCAC (United Nations Convention Againts Corruptjomerupakan
perjanjian internasional yang diadakan oleh PBBgy&emudian diterima secara
resmi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi Bi&/169. Konvensi ini
menimbulkan implikasi kewajiban terhadap negaraareg pihak peratifikasi
konvensi tersebut. Sebagai salah satu negara yamgtifikasi UNCAC tersebut,
Indonesia juga dikenakan implikasi kewajiban untuiédaksanakan isi dari konvensi
tersebut. Masing-masing negara mempunyai alasaeniri dalam hal ikut serta
meratifikasi UNCAC. Demikian juga dengan Indonegeng mempunyai alasan
tersendiri mengapa meratifikasi UNCAC. Kebijakaddnesia meratifikasi UNCAC
pada tanggal 18 April 2006 didasarkan pada alaseseliut. Sehingga Indonesia
harus mampu melaksanakan tujuan tersebut dengaaksaebkan isi dari ratifikasi
UNCAC (United Nations Convention Againts Corruptipn

% | Wayan Parthian&engantarHukum InternasionalBandung: Mandar Maju, 1990, hal 164.
351

ibid.,
% Kewajiban yang muncul terhadap negara-negara esarfa adalah disebabkan karena norma atau
kewajiban tersebut berasal dari hukum yang sebeutaydapat dalam kebiasaan yang kemudian
dimodifikasi dalam perjanjian internasionilid.,hal 61



BAB Il
GAMBARAN UMUM

2.1 Latar Belakang Terbentuknya UNCAC

Memasuki abad 21 ini, salah satu visi masyaraké&rnasional adalah
semakin kuatnya kesepakatan untuk saling bekermsdalam pemberantasan
praktek-praktek korupsi. Hal ini dibuktikan dengditandatanganinya deklarasi untuk
memberantas korupsi dalam KAK 200®njted Nations Convention Againts
Corruption/UNCAC) yang diadakan oleh PBB. KAK 2003 ini digekarena korupsi
telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosiakkanomi masyarakat di suatu
negara dan memberikan implikasi pula terhadap makgtinternasional. Selain itu,
korupsi berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanasyarakat serta dapat
memperlemah nilai-nilai demokrasi, etika, keadiladan kepastian hukum.
Melemahnya nilai-nilai ini, akan dapat membahayakia@langsungan dan
keberlanjutan pembangunanjedpardizing sustainable developmentDalam
praktiknya, korupsi dapat menjadi mata rantai kajah yang terorganisasirime
organized, pencucian uangr(oney laundering dan kejahatan ekonomeqonomic
crime) lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan besar yang mlusebagai akibat dari
korupsi ini dapat merusak prinsip-prinsip persamgahat fa@ir competition) dan

menyuburkan persaingan tidak sehatf&ir competition)di dunia bisnis’

37 http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0105/1%00 .htm
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Sebelum UNCAC terbentuk, ada beberapa Konvensi Kotupsi tingkat

internasional yaitd®
1. 1977: The United States Congress oleh Perusalexasghaan yang ada di

Amerika Serikat. Kongres ini mengangkat masalatktpkakorupsi berupa

kriminalisasi suap oleh pejabat asing.

2. 1980: Cold War security mempromosikan konvensi &atiupsi tingkat
internasional.
3. 1996: The Inter-American Convention against Coinrptyang merupakan

Konvensi Anti Korupsi Tingkat regional pertama kali

4. 1997: The OECD Convention dalam memberantas Susp mjabat asing

(Bribery of Foreign Public Officials).

5. 1998-1999: The Council of Europe yang menghasilRakesepakatan anti
korupsi yaitu : Hukum Kriminal Griminal Law); Konvensi Hukum Sipil

(Civil Law Conventioh

6. 2000: The UN Convention dalam memberanfaansnational Organized

Crime

7. 2003: The African Union Convention yang membahasaia pencegahan
dan pemberantasan korupsi.

UNCAC (United Nations Convention Againts Corrupfjoadalah konvensi
anti korupsi pertama tingkat global yang mengarmpéindekatan komprehensif dalam
menyelesaikan masalah korupsi. UNCAC terdiri dadapgan bab dengan 71 pasal
yang mengharuskan negara-negara peratifikasi me@hgmentasikan isi dari
konvensi tersebut. Adapun tujuan umum dari KAK 2@6alah®

* Memajukan dan mengambil langkah-langkah tegas dalantegahan

dan pemberantasan korupsi secara efektif dan ef{glepromote and

%8 http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_againstafisnational Organized_Crime
ibid,.
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strenghthen measures to prevent and combat coomptiore efficiently
and effectively

* Memajukan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sant@rnasional
dan bantuan teknik dalam mencegah dan memerarigigtan korupsi,
termasuk pengembalian aseto (promote, facilitate and support
international cooperation and technical assistamtehe prevention of
and fight against corruption, including in assetogery).

* Memajukan integritas, pertanggungjawaban, dan hgdrummanajemen
publik yang sesuai dengan kepemilikan umum gromote integrity,
accountability and proper management of public iedfaand public
property).

Lingkup Konvensi pembukaan dan batang tubuh yartirite@tas 8 (delapan)
bab dan 71 (tujuhpuluh satu) pasal dengan sisteansgbagai berikdt

Bab | : Ketentuan Umum, memuat Pernyataan Tuj&amggunaan Istilah-istilah;

Ruang lingkup Pemberlakuan; dan Perlindungan Kedzul

Bab Il . Tindakan-tindakan Pencegahan, memuatj&ledon dan Praktek Pencegahan

Korupsi; Badan atau Badan-badan Pencegahan Kor@esitor Publik;

Aturan Perilaku Bagi Pejabat Publik; Pengadaan Unaam Pengelolaan

Keuangan Publik; Pelaporan Publik; Tindakan-tinsaikang Berhubungan

dengan Jasa-jasa Peradilan dan Penuntutan; Seltasts® Partisipasi

Masyarakat; dan Tindakan-tindakan untuk Mencegaitirzan Uang.

Bab Ill : Kriminalitas dan Penegakan Hukum, memiBahyuapan Pejabat-pejabat
Publik Nasional, Penyuapan Pejabat-pejabat Pubsiingh dan Pejabat-
pejabat Organisasi-Organisasi Internasional PubliRenggelapan,
Penyalahgunaan atau Penyimpangan lain KekayaanRagbat Publik;
Memperdagangkan Pengaruh; Penyalahgunaan Fungsip&tkaya Diri
Secara Tidak Sah; Penyuapan di Sektor Swasta; Blapgg Kekayaan di

0 http://www.unsrat.ac.id/hukum/uu/uu_7 _06.htm
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Sektor Swasta; Pencucian Hasil-Hasil Kejahatan; y&abunyian;
Penghalangan Jalannya Proses Pengadilan; Tanggwat) Badan-badan
Hukum; Keikutsertaan dan Percobaan; Pengetahuaksudadan Tujuan
Sebagai Unsur Kejahatan; Aturan Pembatasan; Pdaontwan
Pengadilan, dan Saksi-saksi; Pembekuan, Penyitaan Ritrampasan;
Perlindungan para Saksi, Ahli dan Korban; Perligdun bagi Orang-
orang yang Melaporkan; Akibat-akibat Tindakan KaiggKompensasi
atas Kerugian; Badan-badan Berwenang Khusus; Kegaa dengan
Badan-badan Penegak Hukum; Kerja Sama antar BaattanlBerwenang
Nasional; Kerja Sama antara Badan-badan Berwenaagjohhl dan
Sektor Swasta; Kerahasian Bank; Catatan Kejahdtam) urisdiksi.

Bab IV : Kerja Sama Internasional. memuat Ekstiadliensfer Narapidana; Bantuan

Hukum Timbal Balik; Transfer Proses Pidana; Kermm@ Penegakan
Hukum; Penyidikan Bersama; dan Teknik-teknik Peikgid Khusus.
Bab V : Pengembalian Aset, memuat Pencegahan dek$)dransfer Hasil-hasil
Kejahatan; Tindakan-tindakan untuk Pengembalian gkang atas
Kekayaan; Mekanisme untuk Pengembalian Kekayaaalond{erja Sama
Internasional dalam Perampasan; Kerja Sama Iniemresuntuk Tujuan
Perampasan; Kerja Sama Khusus; Pengembalian dgelbkan Aset; Unit
Intelejen Keuangan; dan Perjanjian-perjanjian dangaturan-pengaturan
Bilateral dan Multilateral.
BAB VI : Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasemuat Pelatihan dan Bantuan
Teknis; Pengumpulan, Pertukaran, dan Analisis mé&si tentang
Korupsi; dan Tindakan-tindakan lain; Pelaksanaamu€asi melalui
Pembangunan Ekonomi dan Bantuan Teknis.

BAB VII : Mekanisme-mekanisme Pelaksanaan, memuaif&ensi Negara-negara

Pihak pada Konvensi; dan Sekretariat.
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BAB VIl : Ketentuan-ketentuan Akhir, memuat Pelakaan Konvensi; Penyelesaian
Sengketa; Penandatanganan, Pengesahan, PeneriPeasetujuan, dan
Aksesi; Pemberlakuan; Amandemen; Penarikan DirhyPgpanan dan

Bahasa-bahasa.

2.2 Tahap-tahap Pembuatan UNCAC

Proses pembuatan UNCAUIfited Nations Convention Againts Corruptjon
dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: Perundir{jegotiatior), Penandatanganan
(Signaturg, dan Ratifikasi Ratificatior). Pelaksanaan dari tahapan-tahapan tersebut
membutuhkan waktu yang tidak singkat sehingga aighisampai pada penyelesaian

akhir dari konvensi tersebut.

2.2.1 Perundingan Negotiation)

Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsaldssyak tahun 2000
di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsataldangnya ke-55, melalui
Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 20668mandang perlu
dirumuskannya instrumen hukum internasional antiger secara global. Instrumen
hukum internasional tersebut amat diperlukan umhdnjembatani sistem hukum
yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya penthemartindak pidana korupsi
secara efektif. Untuk tujuan tersebut, Majelis Um&erserikatan Bangsa-Bangsa
membentukAd Hoc CommitteéKomite Ad Hoc) yang bertugas merundingkan draft
Konvensi™* Komite Ad Hoc yang beranggotakan mayoritas negagera anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan waktu ha@pidua) tahun untuk
menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepalskah akhir Konvensi

untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis UnRerserikatan Bangsa-Bangsa.

4 http://www.unsrat.ac.id/hukum/uu/uu_7 _06.htm
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2.2.2 Penandatanganangignature)

United Nations Convention Againts Corruption diteai oleh Majelis Umum
PBB pada tanggal 31 Oktober 2003 di Markas Besd8 BBNew York Amerika
Serikat. Proses penandatanganan konvensi terseulstkdn pada tanggal 9 sampai
dengan 11 Desember 2003 di Merida Meksiko. Jumla@gara yang telah
membubuhkan tanda tangan adalah 111 negara. Kempdbaes penandatanganan
dilanjutkan sampai tanggal 19 September 2005 dkbaBesar PBB dan pada saat
itu telah ada 140 negara yang menandatangani kenveersebut. Proses

penandatanganan ini sesuai dengan Pasal 67 AyHCAG.*

2.2.3 Ratifikasi (Ratification)

Kekuatan mengikatUnited Nations Convention Againts Corruptidraru
terjadi pada tanggal 15 September 2005 setelale@f@ra yang telah membubuhkan
tanda tangan meratifikasi isi dari konvensi terseBampai dengan tahun 2007 ada
129 negara yang telah meratifikasi konvensi tersebdiapun daftar negara-negara

yang menandatangani dan meratifikasi adalah sebagaiterlampif?

2.3. Conference of State Parties (CoSP)

Conference of State Partiesierupakan pertemuan negara-negara pihak
UNCAC yang pertama kali atau lebih dikenal deng&e First Conference of State
Parties(CoSP [) sebagai tindak lanjut dari KAK 2003. Perti&n ini diadakan pada
tanggal 10-14 Desember 2006 di Yordania. Adapunl ldasi pertemuan tersebut
adalah:

1. Perlu adanya mekanisme monitoring dalam rangka aveagj implementasi

UNCAC di negara-negara pihak yang telah meratifikldéCAC.

“2 This Convention shall be open to all States fonaigre from 9 to 11 December 2003 in Merida,
Mexico, and thereafter at United Nations HeadqusiiteNew York until 9 December 2005.
http://www.unodc.org/unodc/crime_convention_corioipitml
435

ibid.,
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2. PBB akan mempromosikan koordinasi aktivitas yanthideungan dengan
bantuan teknis dan asset recovery.

3. Setiap negara pihak UNCAC perlu menindak lanjutiakala terjadi
permintaan suap secara sengaja atau penerimaanuhgan illegal oleh
pihak asing.

4. Negara-negara pihak UNCAC sepakat melaksandk&nSecond Conference
of State PartiegCoSP Il) di Indonesia pada tanggal 28 Januakelruari
2008.

2.4. Strategi dalam UNCAC

United Nations Convention Againts Corruptigy NCAC) telah berhasil
membangun strategi besar (grand design) terhadagbgrantasan korupsi yang
dirinci menjadi 8 (delapan) bab dan 71 (tujuh pwatu) pasal. UNCAC menyiapkan
3 (tiga) strategi yang memiliki saling ketergantangatu sama lain. Ketiga strategi
tersebut adalah kriminalisagiriminalisatior), pengembalian hasil aset korupssget

recovery, dan kerjasama internasionaitérnational cooperation

2.4.1 Kriminalisasi Criminalisation

UNCAC telah memperluas pengertian tindak pidanap sdalam ranah
korupsi. Bentuk penyuapan yang dikriminalisasi Kidhanya tindak pidana
penyuapan terhadap pejabat publik domestik, tgtaga terhadap pejabat publik
asing dan pejabat organisasi internasional. Disagnipi, penyuapan di sektor swasta
pun dikategorikan sebagai tipikor. Meski demiki&oyupsi di sektor swasta ini
masih terbatas dalam hal penyuapan. Ada tiga Hahdpasal 21 UNCAC terkait
dengan penyuapan di sektor swastartama subyek hukumnya adalah seseorang
yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas, ustidtu badan sektor swasta.
Kedug aktivitasnya terbatas pada sektor swasta yargehst di bidang atau dalam

melaksanakan kegiatan ekonomi, keuangan atau @ergag.Ketiga, batasan sektor
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swasta. Perluasan korupsi sampai di sektor swadstala sesuatu yang harus

dilakukan. Sebab penegakan hukum di bidang korsgsngkali terbentur tipisnya

perbedaan antara swasta dan neffara.

Beberapa bahasan UNCAC berkaitan derigaminalisasiini adalah %°
1. UNCAC Art. 12: (Pencegahan Sektor Swasta)

Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakarakiad, sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnyaukintnencegah korupsi yang
melibatkan sektor swasta, meningkatkan standamakutlan audit di sektor swasta,
dan dimana diperlukan, memberikan sanksi perdabajrastratf dan pidana yang
efektif sebanding untuk kelalaian memenuhi tindatiadakan tersebut. Tindakan-
tindakan untuk mencapai tujuan ini dapat meliputi:

(a). Meningkatkan kerjasama antara badan-badaegp&rhukum dan badan-badan
hukum perdata yang bersangkutan;

(b). Meningkatkan pengembangan standar-standar mtasedur-prosedur yang
dirancang untuk melindungi integritas badan-badarkuim swasta yang
bersangkutan, termasuk aturan-aturan tentang hleipedalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan bisnis dan semua profesi yandalian, yang benar,
terhormat dan pantas, dan pencegahan benturan-enkepentingan dan
peningkatan praktek komersial yang baik diantarsnibibisnis dan dalam
hubungan kontraktual dari bisnis-bisnis dengan Kega

(c). Meningkatkan transparansi di antara badarmibdtukum swasta, termasuk,
sejauh diperlukan, tindakan-tindakan mengenai igentdari badan-badan
hukum dan orang-orang yang terlibat dalam pendid@am manajemen badan-

badan usaha;

4 http://www.unodc.org/pdf/crime/convention _corraptisigning/Convention-e.pdf

“ibid.,
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Mencegah penyalahgunaan prosedur yang mendstdan-badan perdata,
termasuk prosedur mengenai subsidi dan perizinenip@n yang diberikan
oleh otoritas-otoritas publik untuk kegiatan-kegrakomersial;

Mencegah benturan-benturan kepentingan demganerapkan pembatasan-
pembatasan, dimana perlu, untuk jangka waktu yaagarwbagi kegiatan-
kegiatan profesional mantan pejabat-pejabat publdtau dalam hal
mempekerjakan pejabat-pejabat publik oleh sektoastav setelah mereka
mengundurkan diri atau pensiun, dalam hal kegik&miatan atau pekerjaan
tersebut berhubungan langsung dengan fungsi-fyaggy dahulunya dipegang
atau diawasi oleh pejabat-pejabat publik itu selamaaa jabatan mereka,;
Memastikan bahwa perusahan-perusahaan swakagan memperhatikan
struktur dan besarnya mereka, memiliki mekanismatrkb audit internal
membantu mencegah dan melacak perbuatan-perbuatapsk dan bahwa
rekening-rekening dan laporan-laporan keuangan yangerlukan dari
perusahaan-perusahaan swasta itu mengikuti propedsedur audit dan
sertifikasi yang tepat.

Setiap Negara Peserta wajib menolak pengurangak @dau biaya-biaya

yang merupakan suap, yaitu salah satu unsur polok tohdak pidana yang

ditetapkan sesuai dengan Pasal 15 dan 16 Konwveindan, dimana patut, biaya-

biaya lain yang timbul sebagai kelanjutan darilpku korupsi.

2. UNCAC Art. 21 (Penyuapan di Sektor Swasta)

Setiap Negara peserta wajib mengadopsi tindakaaksn legislatif dan

tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan umighetapkan sebagai suatu tindak

pidana kejahatan, bilamana dilakukan dengan senigdgen melaksanakan kegiatan

ekonomi, keuangan atau perdagangan:

(a). Menjanjikan, menawarkan atau memberikan sdaagsung atau tidak langsung,

suatu keuntungan yang tidak semestinya kepadaraegegang memimpin atau



32

bekerja, dalam suatu kapasitas, untuk suatu badsektbr swasta, untuk dirinya
sendiri atau orang lain, agar ia dengan melangggasttugasnya, melakukan
sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuakakin
(b). Permohonan atau penerimaan, secara langsumg tatak langsung suatu
keuntungan yang tidak semestinya, yang dilakukaeh oteseorang yang
memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas apaptwk suatu badan sektor
swasta untuk dirinya sendiri atau untuk orang laigjar ia secara melawan hak,
melakukan atau menahan diri untuk melakukan sesuatu
3. UNCAC Art. 22 (penggelapan Kekayaan dalam Sektaas$ay
Setiap Negara peserta wajib mengadopsi tindakalaisn legislatif dan
tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan umighetapkan sebagai suatu tindak
pidana kejahatan, bilamana dilakukan dengan sermigdgen melaksanakan kegiatan
ekonomi, keuangan atau perdagangan, penggelaphnset#ang yang memimpin
atau bekerja, dalam kapasitas apapun, dalam sadanldi sektor swasta atas suatu
kekayaan, dana-dana pribadi, swasta atau seksgtasitas atau segala sesuatu yang

bernilai yang dipercayakan kepadanya karena kecgumhyla.

2.4.2 Pengembalian Hasil Asset Korupgssget Recoveyy

Asset recovery adalah strategi baru pemberantasapsi yang melengkapi
strategi yang bersifat pencegahan, kriminalisasi kirjasama internasional. Asset
recovery ini mengatur soal tindakan pengembali@h msgara yang dikorupsi di luar
negeri hingga mekanisme pengembalian aset. Saialayat dalam pasal 53 UNCAC
mengatur, setiap negara peserta wajib, sesuai déngam nasionalnya mengambil
tindakan yang diperlukan untuk mengizinkan negasefa lain untuk memprakarsai

gugatan perdata di pengadilan.
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Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengagepdralian asetéset
recovery yaitu #°
1. Menentukan harta kekayaan apa yang harus digguagjawabkan untuk
dilakukan penyitaan.
2. Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaa
Pada Pasal 3 UNCAC tentang pembekuan, pengawasamyjtgan dan
pengembalian atas aset yang terjadi akibat pelaagg#tas konvensi, ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan adalah :
1. Pembuktian harta kekayaan merupakan hasil dannggtan konvensi (Pasal
31 ayat (1) huruf a).
2. Pembuktian penggunaannya dalam rangka pelanggamavemhsi (Pasal 31
ayat (1) huruf b).
3. Pembuktian adanya perubahan bentuk terhadap reltéyd&an (Pasal 31 ayat
(4).
4. Pembuktian percampuran harta kekayaan yang sahyadag melanggar
konvensi (Pasal 31 ayat (5).
5. Pembuktian bahwa harta kekayaan merupakan peneriataa keuntungan
yang diperoleh dari :
a. Pelanggaran terhadap konvensi.
b. Perubahan bentuk harta kekayaan dari pelanggaraensi.
c. Integrasi harta kekayaan sah dan pelanggarareken
Terdapat tiga poin baru dalam usaha pengembalieinl@s negeri melalui
UNCAC*" Pertama, dengan menuntut para koruptor melakiiil allegation
(perdata). Hal itu dimaksudkan untuk membekukarnt asék negara agar bisa
dibekukan di negara tempat aset tersebut disinfpaain itu, agar aset tersebut tidak
lari, pemerintah bisa melakuk&mll disclosureagar tidak mampu tersentuh lagi oleh

46 http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id613
“ibid,.
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ulah koruptor.Keduaadalah di mana pemerintah melalui UNCAC bisa méak
perampasan paksa terhadap aset fisik yang dinkiiikiiptor di luar negerKetiga,
menggunakan kekuatan konvensi tersebut di negayarmeyang dicurigai sebagai
tempat bersembunyinya koruptor.

Dalam menentukan dasar hukum penyitaan, maka UN@&@Gentukan agar
negara-negara peserta harus membuat ketentuan uydlaksanaan penyitaan
terhadap harta kekayaan dari pelanggaran konvensiik melacak harta kekayaan
dari proses kejahatan, maka diperlukan suatu a#&dihadap sumber kekayaan yang
sah untuk menjamin perintah yang menjadi dasarusyesnyitaan. Terhadap
pembuktian mengenai harta kekayaan hasil kejahat@sebut diberlakukan sistem
pembalikan beban pembuktian, sehingga memudahkaegpk hukum. Beberapa
bahasan UNCAC berkaitan dengasset recoverini adalah *2
1. UNCAC Art. 51, 55&57:

Negara peserta harus mampu dalam memberikan baritukom dan
berkoordinasi satu sama lain dalam hal pengembasiah
2. UNCAC Art.56 :

Masing-masing negara saling berkoordinasi dan Ipekeama dalam
memberikan informasi baik diminta atau tidak diraintintuk memulai atau
menyelesaikan penyelidikan, penuntutan atau catarjgeyang terkait dalam proses
peradilan.

3. UNCAC Art.57:

Menetapkan negara peserta boleh memberi pertimbakgasus untuk
membuat persetujuan atau pengaturan secara kasus kdesus dalam rangka
pembagian penjualan aset yang disita.

4. UNCAC Art.58 :
Sebagai pengawal dalam rangka kerjasama dalamtaanyilan pembagian

aset dimaksud, Bantuan Hukum Timbal Balik menetapk&ngaturan tentang

“ibid,.
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penyitaan asset dan penyelesaiannya atas dasasdwg dari kedua belah pihak.
Menetapkan bahwa dalam membantu proses penyelesalarm terhadap upaya
pengembalian aset, perlu mempertimbangkan pendsiztu lembaga intelijen

keuangarrinancial Intelligence Unit( FIU).

2.4.3 Kerjasama Internasionémternational Cooperation

Dalam memerangi kejahatan korupsi yang semakingianterorganisir, dan
bersifat transnasional, kerjasama antar negaraatignijihan utama. Ada tiga prinsip
kerjasama yang harus diperhatikan. Yakni adanyarkeman politik yang sama,
saling menguntungkan dan non intervensi. Ada lireatlk kerjasama yang bisa
dilakukan yang diatur dalam UNCAC yaitu:

1. Ekstradisi (UNCAC Art. 44)

UNCAC menyebutkan bahwa ekstradisi adalah sebuadeprformal di mana
seorang tersangka kriminal dalam hal ini menyahgkasalah tindak pidana korupsi
yang ditahan oleh suatu pemerintah bisa diserak&pada pemerintahan lain untuk
menjalani persidangan atau, tersangka tersebuthsuddsidang dan ditemukan
bersalah, menjalani hukumnya. Konsensus dalam huktemasional adalah suatu
negara tidak memiliki suatu kewajiban untuk menkikam tersangka kriminal kepada
negara asing, karena suatu prinsgyereigntypbahwa setiap negara memiliki otoritas
hukum atas orang yang berada dalam batas negatéasgna ketiadaan kewajiban
internasional tersebut dan keinginan untuk mengkdihinal dari negara lain telah
membentuk suatu jaringan persetujuan atau pemasjatradisi; kebanyakan negara
di dunia telah menandatangani perjanjian ekstrduliateral dengan negara lainnya.

Perjanjian ekstradisi ini pula ditekankan dalam WACC

“® http://www.okezone.com/index.php?option=com_cot&eask=view&id=48142&Itemid=67
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2. Bantuan Hukum Timbal BalikMutual Legal Assistang€UNCAC Art. 46)

MLA ini sangat dianjurkan dalanmnited Nations Convention Against
Cooruption(UNCAC). Negara penandatangan dianjurkan untuk ifiterkerja sama
intemasional; antara lain, dalam bentuk MLA gunaniberantas korupsi. Sedangkan
dalam MLA ruang lingkup kerja samanya meliputi falpenyelidikan, penyidikan,
pemeriksaan, di pengadilan hingga pelaksanaan gutpengadilan. MLA pada
intinya dapat dibuat secara bilateral atau muért MLA bilateral ini dapat
didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar rigdou baik timbal balik
(resiprosita3 dua negara. Objek MLA, antara lain, pengambilam ghemberian
barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumenataai identifikasi lokasi
keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan pebdarian barang bukti dan
penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaarhasigtkejahatan, mengusahakan
persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaltsia membantu penyidikan di
negara peminta bantuan MLA.

3. Perjanjian Pemindahan Orang Yang sudah Dihukimansfer of Sentenced
Person$ (UNCAC Art. 45)

PerjanjianTransfer of Sentenced Persomeliputi pemindahan orang yang

sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asahlty& menjalani sisa masa

hukuman yang belum dijalaninya di negaranya.

4. Perjanjian Pemindahan Pemeriksaan Kriminatafsfer of Criminal Proceding
(UNCAC Art. 47)
PerjanjianTransfer of Criminal Procedingneliputi pemindahan pemeriksaan
orang yang menjadi tersangka tindakan kriminal ysedang menjalani pemeriksaan
oleh suatu negara untuk dipindahkan ke negarayasaln
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5. Investigasi Bersamagint investigatior) (UNCAC Art. 49)
Investigasi bersama merupakan suatu bentuk kedepakatara dua negara

atau lebih dalam hal pengusutan suatu tindakanitkaim

2.5. Pengalaman Nigeria Menggunakan Strategi dalatdNCAC

Pengalaman Nigeria dalam melacak dan mengamanletnhasil korupsi
dengan menggunakan strategi UNCAC bisa dijadikamtoto® Aparat negara itu
bekerja sama dengan otoritas di negara-negara ry@ngadi "gudang penyimpanan
hasil korupsi” eks pemimpin rezim militer NigeriBiktator militer Nigeria Sani
Abacha mengorupsi uang negara senilai 2 sampali&r rolar selama dia berkuasa
sejak 1993 sampai jenderal itu meninggal pada 1968Bagian besar uang korupsi itu
disimpan di rekening-rekening bank Swiss. Padarba&nuari 2000, otoritas Swiss
menyatakan telah membekukan total dana sebesgu@&d48olar milik Abacha yang
disimpan di berbagai rekening bank yang ada di churian Jenewa, Swiss.
Kepolisian Swiss menyetujui permintaan Pemerintagefb untuk membekukan aset
Abacha dan mengembalikannya kepada Pemerintahidlig@atu bulan sebelumnya,
aparat Swiss membekukan 550 juta dolar dana neliklkat dan kroni Abacha.

Pembekuan dana itu dilakukan setelah aparat Swetskokan penyelidikan
mengenai kasus Sani Abacha atas permintaan kepoliSigeria. Keberhasilan
merebut kembali asset korupsi Abacha di Swiss mbrangkitkan semangat aparat
Nigeria untuk melakukan upaya hukum serupa. Meredaudian bekerja sama
dengan negara-negara lain, seperti Inggris, Pradars Jerman, untuk membekukan

aset kotor Abacha yang diparkir di negara-negaop&itu.

50 http://newsvote.bbc.co.uk/
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2.6. Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative

Pada tanggal 17 September 2007 RB&alui organisadUN Office on Drugs
and Crime(UNODC) dan Bank Dunianeluncurkan kerjasama prakaS@len Asset
Recovery(StAR) atau pemulihan aset yang diciriStAR initiative adalah bagian
dari United Nations Convention Against CorruptiddNCAC), traktat PBB untuk
memerangi korupsi global, yang disepakati olehhlebll negara pada Desember
2003, dan berlaku efektif sejak 19 Desember 20@Hik& ada 30 negara yang
meratifikasi traktat itu. Bank Dunia dan UNODC merykan agar 8 negara maju
(G8) meratifikasi konvensi PBB melawan korupsin@ina masih separuh negara G8
yang meratifikasi. Konvensi itu mematahkan keradasi bank yang dicurigai
menjadi tempat koruptor menyimpan hasil curiannyduk kepentingan investigasi.
Prakarsa StAR ini menekankan tidak ada tempat gamgn untuk menyimpan uang
hasil korupsi maupun pencucian uang lintas negaesmgenai inisiatif StAR, kedua
pihak menggarisbawahi bahwa inisiatif ini adalabusdn program yang inovatif dan
unik yang memungkinkan negara-negara berkembang reayara-negara maju

mendapatkan manfaat dalam konteks implementasi UDl@#Asebut.

Langkah PBB dan Bank Dunia meluncurkaiolen Asset Recove($tAR)
Initiative merupakan pelaksanaan tanggung jawaka dezpedulian kedua badan
dunia itu untuk membantu negara-negara yang sabagatnya telah dicuri oleh
bekas pemimpinnya dan disembunyikan di negara IBBBB dan Bank Dunia
menyadari pencurian aset-aset publik dari negagaraesedang berkembang itu
merupakan sebuah masalah besar dan serius. Adapgrhasil korupsi yang terkait

dengan uang suap yang diterima pejabat-pejabatkpdblnegara-negara sedang

51 Diperkirakan antara US$ 1 biliun hingga US$ 6 ilmenguap di seluruh dunia karena korupsi per
tahunnya. Jumlah itu plus seperempat produk doknbstito (PDB) negara-negara di Afrika, senilai
US$ 148 juta, yang juga turut menguap.Pejabat-peatiblik di negara-negara dunia ketiga menerima
suap antara US$ 20 juta hingga US$ 40 juta yargyrasetengan 20 persen hingga 40 persen dana
bantuan pembangunan. http://erabaru.or.id/k_017 &vt html
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berkembang dan negara-negara transisi dari sedakgrbbang menuju negara maju
diperkirakan 20 miliar sampai 40 miliar dollar A®rptahun. Angka ini sebanding
dengan 20 sampai 40 persen per tahun aliran daradmaresmi pembangunan atau
Offical Development Assista(@DA). >

Tujuan dari kerja sama Badan urusan Obat-obatan Kigahatan PBB
(UNODC) dengan Kelompok Bank Dunia (WBG) ada fifj@ertama menggunakan
kewenangan untuk menyatukan dari kedua institusirntuk memperkuat kerja sama
antara negara-negara sedang berkembang dan negm@maju dalam hal StAR,
dan membujuk semua negara untuk meratifikasi damaks@nakan Konvensi
Antikorupsi PBB. Agenda ini akan diperjuangkan dal&kemitraan kuat dengan
berbagai badan lainnya yang bertugas di bidangagidgang terkait dengan itu.
Kedua, membangun kemitraan yang ditujukan untuk memperkperundang-
undangan, para penyidik, peradilan, dan kapaséasgakan hukum di negara-negara
sedang berkembang, untuk memampukan mereka adasbanenemukan kembali
aset-aset curian yang disimpan baik di negara ysaltau disimpan secara rahasia di
luar negeri, sekaligus mencegah aliran dana cur@n. Ketiga, membantu negara-
negara yang berkepentingan manakala mereka setngad kerangka kerja di dalam

UNCAC, untuk memonitor penggunaan aset-aset ydal tkkembalikan itu.

Secara garis besar ada dua pendekatan utamg dgdakukan melalui
StAR>* vyaitu pertama, mengurangi hambatan- hambatan di negemgara
maju untuk menemukan aset-aset curiéedua, memperkuat kemampuan negara-
negara sedang berkembang untuk mendapatkan kendsati-aset tersebut.
Berdasarkan matriks rencana kegiatan yang akakultda, antara lain, mendorong

%2 Aliran dana lintas batas dari kegiatan-kegiatamikral, korupsi, dan penghindaran pajak di pasar
global diperkirakan antara 1,0 triliun sampai iunh dollar AS per tahunnya.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0709/20/shtrilh
53 i

ibid.,
**ibid.,
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penyikapan dan pendampingan yang kuat dari negagara maju untuk memerangi
aset-aset curian, mendorong agar semua negaranmeagiifikasi dan melaksanakan
UNCAC, mendorong negara-negara maju secara proaidrhbantu negara-negara
sedang berkembang untuk mendapatkan kembali as@trnigalnya rekening bank,
saham, maupun bangunan). Selain itu, menekan nraggeaa industri baru yang
menjadikan dirinya sebagai tempat yang aman bagt-as®t curian, untuk

meratifikasi dan melaksanakan UNCAC.

Terhadap negara-negara sedang berkembang, aktyatas akan dilakukan
adalah memberikan dana-dana bantuan program atawaskngsung memberikan
bantuan teknis untuk memperkuat kapasitasnya @ingigistem penegakan hukum,
kemampuan-kemampuan penuntutan dan kewenangan iayudisehingga
memampukan mereka memproses kasus-kasus korupai gesgan standar hukum
internasional. Selain itu juga akan didorong kdiatan semua pihak untuk
memonitor penggunaan aset yang berhasil dikemlipalita agar sepenuhnya

digunakan untuk kepentingan rakyat.

Adapun terhadap institusi-institusi keuangan datebgengaturan keuangan,
yang akan dilakukan adalah menerapkan hukuman kejeatbaga keuangan yang
berbisnis dengan orang-orang yang korup dan oramggoyang secara politik
bermasalah. Memperkuat upaya-upaya antipencuciarg ukengan memperkuat

prinsip "Kenalilah Konsumen Anda", penyimpanan e¢atan, dan lain-lain.

Di samping itu, UNODC dan WBG pun akan menyelengkm@an sejumlah
forum pertemuan untuk ajang bertukar pengalamdmdding pengembalian aset-aset
curian, memberikan bantuan teknik kepada lima sangp@am negara sedang
berkembang dalam penerapan UNCAC, dan mendorongrax@ggara penerima
bantuan untuk memasukkan komponen masyarakatsipimedia dalam memonitor

penggunaan aset-aset curian yang berhasil dikekabali
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KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI UNCAC

3.1. Kebijakan Indonesia Meratifikasi UNCAC

Seiring perkembangan globalisasi, kasus-kasus komgnderung melintasi
batas-batas negara baik dalam hal aset maupungbbtdti. Sebab itu dibutuhkan
kerjasama yang erat dalam penanganannya khususigma tal pengembalian aset
hasil korupsi. Tujuan pemberantasan korupsi tidaketb hanya berhenti pada
penangkapan dan penahanan pelakunya. Tetapi hamskus pada upaya
pengembalian aset-aset yang telah dicurinya. Dedgatifikasinya UNCAC oleh
Indonesia, semakin lengkaplah peraturan perundadgngan yang berkaitan dengan
pemberantasan korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadapsipiprinsip
demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansingilitas, dan integritas, serta
keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Olem&dderupsi merupakan tindak
pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pegur@an berkelanjutan sehingga
memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pembsaant yang bersifat
menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan bkadla pingkat nasional maupun
tingkat internasional, maka dalam melaksanakan qgaian dan pemberantasan
tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diglean dukungan manajemen tata
pemerintahan yang baik dan kerja sama internasiterahasuk pengembalian aset-

aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

41
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3.1.1 Proses Ratifikasi UNCAC oleh Pemerintah Indogsia

Pada tahap penandatanganan UNCARited Nations Convention Againts
Corruption) pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 200&uila Meksiko,
Menteri Kehakiman dan HAM RI yang diberikan man¢atl powerg oleh presiden
untuk menandatangani UNCAC berhalangan datang.n§ghi Indonesia belum
menandatangani UNCAC pada momentum yang tepat. WNCgeharusnya
ditandatangani oleh presiden bukan level mentehingigga memberikan kesan bahwa
top leader Indonesia mendukung penanganan korugsiars global dan
memperlihatkan keseriusan pemberantasan korupisigifiat nasional.

Momentum yang baik ini tidak dimanfaatkan oleh Ries Megawati pada
waktu itu dan lebih memilih untuk diwakili oleh pdjat setingkat menteri, bukan
wakil presidennya. Berbeda halnya dengan Austrianddria, Yordania, Nigeria,
Peru, dan Filipina, yang mengutus wakil presidenmasing-masing. Tidak ada
penjelasan resmi yang disampaikan mengenai ketdidn Menteri Kehakiman
dan HAM RI di Merida, Meksiko, yang pada waktu dyabat oleh Yusril Ihzal
Mahendra. Baru pada tanggal 18 Desember 2003, kéntsril telah membubuhkan
tanda tangannya di markas besar PBB di New YdrkSetelah itu Indonesia
meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 IApB06 yang disahkan dalam
Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahd@AUNUnited Nations
Convention Againts Corruptign Dengan ratifikasi tersebut, UNCAC mempunyai
kekuatan pemberlakuarkrftry into Forcg bagi Indonesia sebagai negara peserta
ratifikasi Konvesi tersebut. Ratifikasi UNCAC olghemerintah Indonesia juga
mempunyai implikasi timbulnya kewajiban yang meigikagi bangsa Indonesia
untuk melaksanakan isi dari KAK 2003.

55 Penandatanganan di New York berdasarkan Pasal @&AQN
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=16720
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3.1.2 UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindakepidaupsi di Indonesia
sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perunchaiangan khusus yang berlaku
sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lkaky® akan tetapi peraturan
perundang-undangan dimaksud belum memadai, ardarakarena belum adanya
kerja sama internasional dalam masalah pengembladiaih tindak pidana korupsi.
Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Dieser?003 di Markas Besar
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatanganvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopseh dbidang ke-58 Majelis
Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 3fofd 2003. Indonesia lewat
rapat paripurna DPR, 20 Maret 2006 mengesahkan ngndadang No.7 Tahun
2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003Dengan demikian, peraturan mengenai
tindak pidana korupsi di Indonesia semakin lengkagdonesia bisa menggunakan
UNCAC untuk menyelesaikan masalah korupsi di Ind@neterutama masalah
korupsi yang melintas batas negam@$§s bordey

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia jugayatekanreservation
(pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) Konvamgj gnengatur upaya penyelesaian
sengketa, seandainya terjadi, mengenai penafsamampelaksanaan Konvensi melalui
Mahkamah Internasional. Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangahwz
Indonesia tidak mengakui jurisdiksi yang mengikatasa clematigcompulsory
jurisdiction) dari Mahkamah Internasional. Pensyaratan tersednsifat prosedural
sesuai dengan ketentuan internasional yang berl&8kajukannya Reservation

(pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat 2 adalahdaekda pada prinsip untuk tidak

°8 |ndonesia mempunyai lima Undang-Undang yang bexrkalengan korupsi yaitu: UU No. 7 Tahun
2006 Tentang Pengesahan United Nations Conventgainadt Corruption, 2003; UU No. 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsNt. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi; UU No. 28 Tahun 1999 TentRemyelenggaraan Negera yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU NoTghun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. http://www.unsrat.ac.id/hukum/uu/fiu06.htm

57 http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_cot&task=view&id=24221&Itemid=56

%8 http://www.unsrat.ac.id/hukum/uu/uu_7_06.htm




44

menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihaadeplahkamah Internasional
kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidakaetetentuan Pasal 66
ayat (2) Konvensi dan berpendirian bahwa apabilgade perselisihnan akibat
perbedaan penafsiran atau penerapan isi Konveasg fdak terselesaikan melalui
jalur sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal iatselapat menunjuk Mahkamah
Internasional hanya berdasarkan kesepakatan daa Yang berselisih.

Yang disahkan dalam Undang-Undang ini ad&Jaited Nations Convention
Against Corruption, 2003Konvensi PBB anti Korupsi, 2003). Untuk kepentinga
pemasyarakatannya, dipergunakan salinan naskahdalslin bahasa Inggris dan
terjemahan dalam bahasa Indonesia. Apabila tegathedaan pengertian terhadap
terjemahan dalam bahasa Indonesia, maka diperguns&inan naskah aslinya

dalam bahasa Inggris.

3.2. Arti Penting Ratifikasi UNCAC Bagi Indonesia

Ratifikasi Konvensi ini merupakan komitmen nasionatuk meningkatkan
citra bangsa Indonesia dalam percaturan politieri@sional. Arti penting lainnya
dari ratifikasi Konvensi tersebut adalzh:

1. Untuk meningkatkan kerja sama internasional khugustalam melacak,
membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-asgt tradak pidana
korupsi yang ditempatkan di luar negeri;

2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mevkagnodata pemerintahan
yang baik;

3. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelsda@aa perjanjian
ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyeraharapidana, pengalihan

proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;

*ibid.,
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4. Mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pemakainformasi dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana katiupawah payung kerja
sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis padkupi bilateral,
regional, dan multilateral; dan

5. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasiatehdgencegahan dan

6. pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengaveisi ini.

3.3 Indonesia dalam CoSPQonference of State Parties)

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNQAdDNnesia juga berperan
aktif dalam pertemuan yang diadakan oleh PBB selaghak lanjut implementasi
dari UNCAC. Pertemuan negara-negara peratifikasClAN tersebut dikenal dengan
namaConference of State Partié€SoSP)

3.3.1 CoSP I The First Conference of State Parties)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan satatu elemen
terpenting yang menjadi delegasi Indonesia dalamfdtensi negara peratifikasi
UNCAC pada tanggal 10-14 Desember 2006 di Jord4ribelegasi lainnya berasal
dari Departemen Luar Negeri (Deplu), PPATK, Bappgerareskrim Polri, dan
Interpol Indonesia. Yang menjadi ketua delegasiotesia adalah Jaksa Agung
Abdul Rahman Saleh. Dalam konferensi di JordanksalaAgung menyampaikan
pidato pencalonan Indonesia sebagai tuan rumatelandi selanjutnya. Indonesia
ingin memberi kontribusi dalam upaya global memer&orupsi melalui kerjasama
internasional, selain juga untuk mendorong peregpgtemberantasan korupsi di
tanah air. Jaksa Agung juga menyampaikan pandaongaimim Indonesia bahwa
korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harusrahbes dengan cara-cara dan
pendekatan luar biasa. Terpilihnya Indonesia memjeeh rumah konferensi ini, akan

dimaksimalkan untuk meraih pengakuan masyarakatnasional bahwa Indonesia

60 http://www.voanews.com/
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tak hanya mempunyai kemauan politik yang tinggnadap pemberantasan korupsi
tetapi juga memiliki keahlian dalam memberantasigsr. Konferensi ini diharapkan
juga akan mempersempit ruang gerak negara-negaraumduk tidak menjadikan
dirinya state heaventempat mencari perlindungan bagi koruptor dartah&asil

korupsinya.

3.3.2 CoSP Il The Second Conference of State Parties)

Pemerintah Indonesia akan memprioritaskan pembahas@ngenai
mekanisme peninjauan konvensi PBB tentang Anti Keralan soal Pengembalian
aset @sset recovedypada Konferensi Internasional Anti Korupsi di iBgdada 28
Januari-1 Pebruari 2008 Indonesia akan menjadi tuan rumah pada penyelezya
konferensi internasional menentang korupsi atauféfensi ke Il Negara-Negara
Pihak Konvensi PBB Menentang Korupshgé Second Conference of State Parties to
the United Nations Convention Against Corupti@oSP-2 UNCAC).

Sejumlah agenda akan dibahas antara lain tentarigrivene Peninjauan
Konvensi Review Mechanisim Pengembalian AsetA§set Recove)y Kerjasama
Teknik (Technical Assistangalan Pembahasan tentang Korupsi oleh PejabatkPubli
Organisasi Internasional. Sebagai Negara Pihak Kiamvensi UNCAC 2003 dan
tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan ke-2 Negagardl Pihak dari UNCAC
2003 di Bali, 28 Januari — 1 Februari 2008 mendgtdndonesia menyatakan
keinginan untuk berpartisipasi dalam inistiatif 8Aguna lebih memperkuat
kemampuannya mengimplementasi ketentuan pada UNCA03 mengenai
pengembalian aset, khususnya dalam hal melacakpelerkan dan mengembalikan
aset-aset yang di berada di luar wilayah yurisdiksi Pelaksanaan CoSP-2 UNCAC
di Indonesia diharapkan dapat semakin mendorongyaup@asional di dalam
pemberantasan korupsi. Indonesia juga diharapkgratdenencapai hasil yang

signifikan untuk melaksanakan konvensi tersebut.

®tibid.,
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3.4. Asset Recovery sebagai Alasan Indonesia mefikiasi UNCAC

Pengembalian aset negara yang dilarikan koruptarekmra lain, sepertinya
tidak lagi menjadi hal yang sulit dilakukan. Akgatormasi yang tertutup dan dana
operasional yang terbatas, kini tidak lagi menj&dndala. Bahkan, pemerintah
optimis bisa melakukannya dalam waktu tidak langmé&intah memutuskan
menggunakanUnited Nation Convention Against Corruptioy NCAC) sebagai
media pengembalian aset di berbagai negara terddeldlui UNCAC, pemerintah
bebas mendapatkan akses di mana dan berapa jusdalaag tersebar di berbagai
negara. Dengan menggunakan UNCAC, pemerintah béseemukan lobi diplomasi
yang lebih mudah dan efisien. Pasalnya, sebagaiuses?BB, UNCAC merupakan
salah satu agenda terkini organisasi dunia terseblgm usahanya memerangi
praktek korupsi di berbagai negara anggota. UNCAht ditandatangani 140
negara, di mana 129 di antaranya termasuk Indotalsia melakukan ratifikasi pada
21 Maret 2006 silam (UU No 7/2006). Dengan UNCA®Onteks disagreement
(ketidak sepahaman) dari negara-negara yang mersiitem hukum berbeda bisa
tereliminasi. Karena ini sudah merupakan kesepakdtmia internasional. Negara
peserta dan peratifikasi konvensi telah memahamersghnya dan menyetujui
penggunaan sarana hukum untuk pengembalian asepskosebagai bagian dari
tanggung jawab kolektif semua negara, bukan sajaraeyang harta kekayaannya
telah dikorupsi. Kerjasama antar negara ini mergadting mengingat korupsi bukan
lagi kejahatan lokal atau nasional. la telah markaghatan luar biasa (extraordinary
crime) yang bersifat transnasional karena bisnidalsubersifat transnasional,
melewati lintas batas negara.

Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Menko tHoli Hukum dan
Keamanan membentuk Tim Pemburu KoruffoiTim beranggotakan sejumlah
instansi terkait seperti Menko Politik, Hukum daaatanan, Kapolri, Jaksa Agung,

Departemen Luar Negeri dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan

62 http://www.majalahtrust.com/indikator/teras/
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(PPATK). Pembentukan tim ini bermula dari rapatdkoasi di bawah jajaran Menko

Politik, Hukum dan Keamanan pada 9 Desember 2004 yeerkomitmen bahwa

terhadap terpidana yang melarikan diri ke luar neggrus dicari dan asetnya yang
dikorupsi juga harus disita untuk negara.

3.4.1 Langkah-Langkah dalam Asset Recovery

Terdapat tiga poin baru dalam usaha pengembalieinl@s negeri melalui
UNCAC.®® Pertama, dengan menuntut para koruptor melakivil allegation
(perdata). Hal itu dimaksudkan untuk membekukant asék negara agar bisa
dibekukan di negara tempat aset tersebut disinfpelain itu, agar aset tersebut tidak
lari, pemerintah bisa melakuk&mll disclosureagar tidak mampu tersentuh lagi oleh
ulah koruptor.Keduaadalah di mana pemerintah melalui UNCAC bisa mélak
perampasan paksa terhadap aset fisik yang dinkidikiptor di luar negerKetiga,
menggunakan kekuatan konvensi tersebut di negayarmeyang dicurigai sebagai
tempat bersembunyinya koruptor. Dengan adanya paim-tersebut, diharapkan
Indonesia bisa memanfaatkannya dalam rangka perag@mthasil korupsigsset
recovery yang ada di luar negeri. Selain dengan poin-gmanu dalam UNCAC
mengenaasset recoveryindonesia juga bisa memanfaatkan kerjasama inieras
dan bergabung dalam program Stolen Asset Reco8¢AR( Initiative.

Asset Recovery dalam UNCAC menggunakan strateggslamg (direct
recovery) dan tidak langsung (indirect recov&fyBtrategi pertama mengandung
implikasi hukum yang dikenal sebagai civil recovesgdangkan strategi kedua,
dikenal sebagai criminal recovery. Strategi diremtovery, dilaksanakan dengan
gugatan perdata terhadap “pemilik harta kekayaangydiduga berasal dari korupsi
dan ditempatkan di negara lain. Gugatan semacansudah tentu memerlukan

bantuan pengacara negara setempat yang telah tierimrkerlukan biaya yang relatif

%ibid,.
%4 http://www.ti.or.id/news/69/tahun/2007/bulan/10taal/26/id/2053/
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besar. Sedangkan strategi indirect recovery, tit@nerlukan biaya besar karena
proses peradilan pidana di negara yang berkepeamtiagas aset korupsi itu, dan
pelaksanaan putusan pengadilannya diberlakukaegdira di mana aset ditempatkan.

Strategi asset recovery dengan Civil Recovery mlkimikelebihan
dibandingkan melalui Criminal Recovery vyaitu dengaara pertama dapat
menggunakan metode pembuktian terbalik sesuai deke@ntuan Pasal 31 ayat 8
UNCAC yang menyebutkan, tersangka wajib membuktik@aibbsahan assetnya yang
diduga kuat berasal dari korupsi. Pembuktian téebahtuk merampas harta
kekayaan yang diduga berasal dari korupsi melaivil Recovery tidak merupakan
pelanggaran HAM tersangka, karena yang harus dkawktadalah asal usul harta
kekayaannya di mana seorang pemilik harta kekaya@ebut ditempatkan dalam
posisi sebelum dia menjadi kaya.

Namun proses pembuktian terbalik itu tidak sertaa@enempatkan pemilik
harta kekayaan menjadi terdakwa untuk kasus tindaiklana korupsi.
Ketidakmampuan orang yang bersangkutan untuk metklnk keabsahan harta
kekayaannya tidak dapat dijadikan bukti untuk meémunrang itu dalam perkara
tindak pidana korupsi. Bertitik tolak dari uraian,imaka masih banyak yang harus
disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi pembealalsecara nasional KAK PBB
tahun 2003 tersebut.

Meski demikian, ratifikasi UNCAC paling tidak menukkan kuatnya
komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi teratandalam usaha
mengembalikan aset dari luar negeri yang berasalhdail korupsi. Hal ini dapat
dilihat dari penjelasan umum UU No. 7 Tahun 2008s&X recovery dengan demikian
merupakan strategi baru dalam pemberantasan korapgimelengkapi strategi yang
bersifat pencegahan, kriminalisasi dan kerjasanerriasional. Asset recovery ini
mengatur soal tindakan pengembalian aset negagadikorupsi yang berada di luar

negeri hingga mekanisme pengembalian aset.
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3.5. Implementasi UNCAC oleh Pemerintah Indonesia

Pemberantasan korupsi memasuki abad 21 tampaknygataeni perubahan
paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kepaddikheratkan pengembalian
aset hasil korupsi yang ditempatkan di negara Rerubahan paradigma ini secara
nyata dimuat dalam Konvensi PBB Antikorupsi tah@®2 (UNCAC), yang telah
diratifikasi dengan UU RI No 7/2006. Isu pengemdnalaset hasil korupsi merupakan
iIsu strategis dan dipandang merupakan terobosaar bdglam pemberantasan
korupsi. Oleh karena itu perlu adanya implemerdasi Konvensi tersebut.

3.5.1 Kerjasama Internasional dalam RangkaAsset Recovery

Dengan adanya kerja sama internasional sebagaithana dalam Pasal 43
s.d. 50 UNCAC, diharapkan negara-negara tempatigel&oruptor dapat bekerja
sama dalam menangani masalah korupsi di Indoné&adi. negara tempat pelarian
koruptor mempunyai kewajiban morahgral obligation) untuk tidak memberikan
perlindungan dan kemudahan lainnya. Sebaliknya il@pahbhegara tersebut
memberikan posisi yang menguntungkan bagi korupttdCAC memang tidak
mengatur sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadgmra tersebut, tetapi
berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diakui dalarkum internasionalggeneral
principles of international layy negara yang bersangkutan dapat dikenai sanksil mo
(moral sanctiof. Dalam pergaulan internasional, sanksi moral kgedadang lebih
menyakitkan dibandingkan dengan sanksi hukum.

UNCAC menyebutkan ada lima bentuk kerjasama yasg @ilakukan terkait
dengan UNCAC. Ekstradisi (UU No. 1 Tahun 1979 tegtikstradisi)Mutual Legal
AssistancdBantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana UU.NoTahun 2006),
Perjanjian Pemindahan Orang Yang sudah Dihukinansfer of Sentencdeersony,

Perjanjian Pemindahan Pemeriksaan Krimingtafsfer of CriminalProceding dan
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investigasi bersamalgint Investigationf°> Namun Indonesia masih menerapkan 2
bentuk kerjasama internasional yaitu ekstradisi Bamtuan Hukum Timbal Balik di

Bidang Pidan&Mutual Legal Assistange

1. Ekstradisi

Hingga tahun 2007, Indonesia telah mengadakanmperjaekstradisi dengan
tujuh negara, dan seluruh perjanjian tersebut disgp secara bilateral ketujuh
perjanjian ekstradisi itu adalah perjanjian ekssiadlengan Malaysia, yang
diratifikasi dengan UU no 9 tahun 1974, denganipihd diratifikasi dengan UU no
10 tahun 1976, dengan Thailand diratifikasi denddd no 2 tahun 1978.
setelah berlakunya UU no 1 tahun 1979, Indonesi@aan@atangani perjanjian
ekstradisi dengan Australia diratifikasi dengan Wd 8 tahun 1994, dengan
Hongkong diratifikasi dengan UU no 1 tahun 2001nhgi# Korea Selatan
ditandatangani tahun 2001, dengan Singapura ditamgkni tanggal 27 April 2067.

Dari tujuh perjanjian ekstradisi yang dimiliki oleindonesia, proses
perjanijian ekstradisi dengan Singapura inilah ygergaru dan sudah lama dijajaki
pemerintah. Negosiasi dengan Singapura makin tarbetelah keluar Konvensi PBB
untuk Antikorupsi (UNCAC) pada 2003. UNCAC menglskan negara-negara yang
meratifikasi, termasuk Indonesia dan Singapura, ilemkomitmen kuat

memberantas korupsi.

2. MLA (Mutual Legal Assistange

Pengembalian aset perkara tindak pidana dari nelganake Indonesia
diupayakan melalui empat cara, yakni dengan negmmg memiliki hubungan kerja
sama timbal balik Mutual Legal Assistané¢eMLA); negara yang belum memiliki
MLA namun meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemht&aasan Korupsi (UNCAC);

65 http://www.polkam.go.id/polkam/berita.asp?nwid=46
66 http://www.antara.co.id/arc/2007/5/22/indonesiaymatperjanjian-ekstradisi-dengan-tujuh-negara/
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negara yang tak meratifikasi UNCAC namun dapat wianmelaksanakan UNCAC,;
dan dengan cara resiprokal atau berbalasan. Keddlarh@engembalian aset korupsi
yang disimpan di luar negeri tidak hanya bergantuagda ada tidaknya kesepakatan
Mutual Legal AssistancéMLA), tetapi juga memerlukan kedekatan dan korkasi
yang baik dengan pemerintah negara-negara yanggaliddijadikan tempat
penyembunyian aset hasil korupsi.

Dari tiga perjanjian yang dimiliki Indonesia, adatis perjanjian yang
walaupun sudah ditandatangani beberapa tahundaipa saat ini belum diratifikasi,
yakni perjanjian MLA dengan Korea. Perjanjian MLAmrdjan Republik Rakyat
China yang ditandatangani tahun 2000 baru sajaiftkesi DPR pada 2006°%’
Sedangkan perjanjian MLA Multilateral dengan hamgéluruh negara anggota
ASEAN sudah ditandatangani November 2004, tetapnpsa hari ini belum
diratifikasi. Saat ini Indonesia tengah melakukaosps perundingan MLA bilateral
dengan Hongkong.

Pemerintah Indonesia dan Hong Kong sepakat akarjahmerkerja sama
pengusutan aset hasil korupsi di Indonesia yangden di bank-bank Hong Kong.
Adanya rencana penandatanganan kesepakatan hukwsamie KMutual Legal
Agreemert MLA) dengan Hong Kong irfi® berdasarkan MLA, Hong Kong akan
memberi jaminan kemudahan bagi Indonesia yang ingitacak dan memburu aset
hasil korupsi yang mengendap di bank danitisstkeuangan di sana. MLA akan
mempermudah baik bagi Hong Kong maupun Indonedandaroses pengusutan.
Juru bicara Otoritas Moneter Hong Kong mengatakaimaknya tidak berwenang
memerintahkan bank untuk menyerahkan uang darinmegemilik tersangka. Itu
merupakan kewenangan pengadilan. Namun, otoritaset®o Hong Kong dapat
mengeluarkan garis-garis besar dalam memerangupamcuang kepada bank-bank
tersebut. Departemen Kehakiman Hong Kong juga sutathyepakati MLA dengan

67http://investiqasi-korupsi.com/index.phD/Berita/Bu!kset-Korulotor-Indonesia-Susun-M LA.html
68 http://www.indonesia.qgo.id/id/index.php?option=carantent&task=view&id=4973&Iltemid=335
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21 yurisdiksi hukum, di antaranya mengumpulkan buktencari, dan menyita
barang atau dana hasil korupsi. Seorang pejabairsegari kepolisian Hong Kong
yang bertugas mengusut kasus transaksi mencurigakagatakan, departemennya
akan menindaklanjuti kasus dari yurisdiksi asingjitoe mendapat perintah dari
pengadilan lokal. Begitu Pengadilan Tinggi Hong ganenerima perintah penyitaan
dari pihak luar yang sudah menyepakati MLA, makagaglilan akan mengeluarkan
perintah serupa di Hong Kong.

Adanya tanggapan positif terhadap kesepakatan pdraden aset koruptor
Indonesia di Hong Kong dari MLA tersebut, Indonealkan mendapatkan banyak
informasi, dokumentasi, maupun informasi aset yalilgutuhkan dalam proses
penyidikan. Selain itu, dengan MLA ini aset korupbodonesia yang ada di Hong
Kong bisa diambil. Hong Kong itu sudah meratifikasdang-undang antikorupsi dan
Komisi Pemberantasan Korupsinya Hong Kong, ICAGdépendent Commission
Against Corruptioh adalah lembaga yang sangat gencar memberantagpskor
Pengembalian aset adalah salah satu faktor pedt@hgn upaya pemberantasan
korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya menghukwang, tapi juga
pengembalian aset yang nantinya digunakan untulertegan bangsa. Dengan
pengembalian aset koruptor, hasil nyata dari peamtasan korupsi akan terlihat.

Indonesia-Swiss sepakat meningkatkan kerja samaddng hukum dalam
kerangkaViutual Legal Assistanc@MLA) untuk menelusuri dan mengembalikan aset
hasil korupsi. Dengan kerjasama ini Indonesia akardah melakukan langkah-
langkah yang tepat untuk melacak aset dan mengémabaset hasil korupsi yang
dilarikan ke Swiss. Kesepakatan ini akan memperimugenyelidikan dan
pengembalian aset yang diduga hasil korupsi. Pedanitu untuk meningkatkan
hubungan bilateral Indonesia-Swiss. Sejak 1980 Swiemiliki Undang-undang
yang memungkinkan membantu negara lain untuk mielhesta hasil korupsi dan
mengembalikannya ke negara asal. Dia mencontohlaberkasilan negaranya

membantu mengembalikan aset milik Philipina daneN& yang disembuyikan
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koruptor dari kedua negara itu di Swiss. Dari Nigemuang hasil korupsi yang
berhasil dikembalikan mencapai US$ 750 juta. Seklamgdari Philipina uang curian
yang berhasil dikembalikan mencapai US$ 500 juta.

Pengembalian aset tersebut bukan perkara mudaherip&h Indonesia,
harus serius memberikan data dan penjelasan padzeriftah negara yang
bersangkutan. Jadi Indonesia harus memberikan lpsaje yang detail. Selain itu,
koruptor yang asetnya akan diambil harus sudalos@s secara hukum di Indonesia
dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.5.2 Kerjasama Internasional oleh Komisi Pemberamtsan Korupsi Indonesia

Di dunia internasional, KPK menjalin berbagai keg@a dengan lembaga
sejenis di luar negeri. Misalnya dengan Korea Iedeent Commission Against
Corruption (KICAC) dan Badan Pencegah Rasuah (BR&paysia. Selain itu KPK
mencatatkan diri sebagai anggota Asosiasi IntevnakiOtoritas Pemberantasan
Korupsi (nternational Association of Anti Corruption Authies IAACA).
Penerimaan KPK diputuskan dalam pertemuan tahuaag pertama IAACA yang
diselenggarakan di Beijing, China, 22-26 Nopem!g&72°

3.5.3 Indonesia dalanttolen Aset Recovery (StAR) Initiative

Bank Dunia dan PBB lewat prograithe Stolen Asset Recovery Initiative
(StAR) merilis Soeharto sebagai mantan penguasagpkbrup. Dia diduga telah
mencuri uang rakyat senilai USD 15 miliar-USD 33ianiatau sekitar Rp 130 triliun-
Rp 330 triliun. Di bawah Soeharto, ada mantan BessFilipina Ferdinand Marcos
dan mantan Presiden Zeire Mobutu Seseko. Daftaeltat tercantum dalam buku
panduan yang dikeluarkan oleh PBB dan Bank Dunigsabeaan dengan peluncuran

Prakarsa Penemuan Kembali Kekayaan Yang Dicurid®tAsset Recovery (StAR)

69 http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?stdrnl 282
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Initiative.”® Bank Dunia bergerak cepat dalam memburu mantasidere Soeharto
yang ditempatkan sebagai mantan penguasa terkioeapbaga kredibel itu kemarin
menyerahkan dokumen kepada Kejaksaan Agung (Kejaguata-data itu berisi
tentang uang milik mantan penguasa Orde Baru tersemg tersimpan di sejumlah

bank di luar negeri. Dokumen itu diterima langsoiteh Jaksa Agung.

Data dari Bank Dunia tersebut bisa menjadi amuogsu untuk mengusut
Soeharto. Isi dokumen itu bisa menjadi titik awaluk menelusuri uang Soeharto di
luar negeri yang terkait dengan kasus korupsi. @alakumen tersebut, Bank Dunia
mengumpulkan data-data berisi uang Soeharto yasignigan di seluruh bank di luar
negeri. Data-data itu dikumpulkan sejak jatuhnyataoto pada 1998. Jaksa agung
akan menyerahkan dokumen itu kepada bagian pidansuk (pidsus) dan perdata
atau tata usaha negara (datum) untuk digunakan meesp hukum kasus korupsi
Soeharto. Selain itu, Bank Dunia menyerahkan matateri hasil survei lembaga
bermarkas di Hongkong?olitical and Economic Risk Consultan€fERC), yang
menempatkan RI sebagai negara terkorup di duniak Baunia menyodorkan
dokumen itu ketika jaksa agung menyinggung isi pEmtdan yang menempatkan

Soeharto pada peringkat pertama mantan kepalaatg&orup.

Data dari Bank Dunia dan PBB tersebut langsungspaors Presiden
Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Disela-selargdJmum PBB pada tanggal
22-27 September 2007 Presiden Indonesia bertemgadeRresiden Bank Dunia
James D. Wolfensohn untuk membahas aksi konkretodgm dunia itu dan
penaksiran kemungkinan mengumpulkan kembali kekayaag diperkirakan dicuri
Soeharto serta langkah-langkah apa saja yang adkawuldan setelah itd* Dengan
demikian, saat ini belum diketahui di mana sajaakeln yang diperkirakan dicuri

Soeharto tersebar dan dapat dikumpulkan kembate8tara itu, mengenai bantuan

O Harian Seputar Indonesia 24 September 2007
n http://www.watchterminal.net/index.php?option=comni@nt&task=view&id=142&Itemid=2
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apa yang dapat diberikan kepada negara-negaraiggil;gmengumpulkan kembali
kekayaan negara yang dicuri oleh pemimpin politikereka, Bank Dunia
mengungkapkan bahwstAR Inisiatifdapat membantu memperkuat kemampuan tim
nasional suatu negara untuk mengembalikan hartg g&ari. Untuk itu, diperlukan
antara lain dukungan perundang-undangan di negarg Bersangkutan, pelatihan
dan peningkatan kemampuan bagi pihak-pihak terlaitbidang hukum serta
kerjasama antar-negara dalam mengumpulkan kembk&hykan yang diparkir di

suatu negara tertentu.

Sebelum pertemuan tersebut Presiden Susilo Bamb#nodhoyono
mengadakan rapat terbatas bersama para ménkaira menteri itu adalah Menko
Polhukam Widodo A.S., Menko Kesra Aburizal Bakridenko Perekonomian
Boediono, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, MenPerdagangan Mari Elka
Pangestu, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witgedarta anggota Wantimpres
Ali Alatas dan Emil Salim. Tujuan pertemuan terdebdalah meminta kejelasan
mengenai rencana dan inisiatif presiden Bank Duwl@da PBB untuk membantu
negara-negara berkembang yang mengalami pers@alaga harta atau modal dari
negara berkembang ke negara maju akibat korupkinksia sangat berharap upaya
tersebut bisa terealisasi. Upaya itu diharapkaa biembantu mengembalikan dana

yang lari ke luar negeri dalam rangksset recovery.

Zibid.,



BAB IV
KENDALA HUKUM YANG DIHADAPI PEMERINTAH INDONESIA
DALAM IMPLEMENTASI UNCAC

4.1 Kendala yang Dihadapi Pemerintah Indonesia data Implementasi UNCAC
Sebagai kebijakan yang baru, asset recovery im akenjadi tantangan bagi
pemerintah Indonesia. Apalagi, masalah ini tidaktudi dalam perangkat hukum kita
sehingga sangat mungkin akan menghadapi masalaimhtégrsendiri, baik secara
konsepsional maupun operasional. Karena selaitegirpencegahan yang masih
bersifat relatif dalam pemberantasan korupsi dotasia, didalam UNCAC juga
diatur tentang strategi penindakan dengan memasujkas tindak pidana korupsi
baru seperti, memperdagangkan pengattddifig in influencg memperkaya diri
sendiri {llicit enrichmen), suap di sektor swasthr{pery in the private sectprdan
suap pejabat publik asing atau organisasi intesnasipribery of foreign public
officials).”® Asset recovery ini juga akan mendapatkan tantatgjanMisalnya soal

kerjasama internasional dan sistem hukum di tigjareeyang jelas berbeda.

4.1.1 Perlu adanya Harmonisasi Hukum

Namun demikianasset recovery tersebut tidak mudah diwujudkan oleh
pemerintah Indonesia jika ketentuan di dalam UUamead Indonesia tidak memenuhi
standar internasional yang telah ditentukan dirdakgAK 2003. Kesamaan standar
internasional minimal yang telah disepakati di dalkkAK 2003 tersebut sudah tentu
juga memerlukan proses harmonisasi hukum yang tidalentangan dengan prinsip-

prinsip hukum yang dianut dalam sistem hukum negaregy bersangkutan. Proses

"3 http://www.business-anti-corruption.com/normal Zsageid=181
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harmonisasi ini tergantung dari dua hal, yaitu:kapaketentuan KAK 2003 tersebut
merupakan thandatory obligatioh atau ‘non-mandatory obligatioh’® Sepanjang
mengenai hal yang pertama, pemerintah Indonesis menyetujui sepenuhnya dan
merumuskannya ke dalam peraturan perundang-undapgemerantasan korupsi
karena KAK 2003 hanya membolehkan reservasi tephddsentuan Pasal 66
mengenai penyelesaian sengksttt{ement of disputgsdan di dalam UU RI Nomor
7/2006 tentang Pengesahan KAK 2003, tidak dinyatadatu deklarasi apa pun
kecuali reservasi terhadap Pasal 66 tersebut di &apanjang mengenai hal yang
kedua fon-mandatory obligation pemerintah Indonesia masih dapat
mempertimbangkannya secara serius pemberlakuarngal&m hukum nasion&l.
Konvensi Anti Korupsi PBB tahun 2003 telah dir&#si dengan Undang-
Undang No 7/2006. Dengan ratifikasi tersebut, perer berkewajiban mengkaji
kembali undang-undang pemberantasan korupsi yarigkbe Pengkajian kembali
sudah tentu berarti harus dilakukan harmonisasirmidaisasi tidak berarti
mengadopsi, melainkan harus melakukan adaptasinmuklarmonisasi hukum itu
sendiri berarti menyesuaikan ketentuan baru dalaAK KPBB 2003 dengan
ketentuan undang-undang pemberantasan korupsi Yemigku. Untuk tujuan
harmonisasi hukum tersebut perlu dipenuhi syaratatybaik bersifat materiil
maupun formil’® Syarat materiil menemukan ketentuan-ketentuan K788 2003
yang bersifat wajibriandatory obligationdan bersifat “tidak wajibffon-mandatory
obligation), dan menyesuaikan unsur-unsur suatu tindak pidamapsi menurut
KAK PBB 2003 dengan yang tercantum dalam undangwgdpemberantasan

4 http://majalah.depkumham.go.id/article.php
S Contohnya, ketentuan tentang Pasal 57 ayat 4 yidiagg tmengharuskan negara yang diminta
(requested state padtymeminta biaya-biaya yang diperlukannyaafy deduct reasonable expernses
;Jentuk membantu negara yang memime(esting staledalam proses pengembalian agat.,

ibid.,
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korupsi karena KAK PBB 2003 hanya mengakui tigauangitu, unsur sengaja
(intentior), mengetahuiknowledgg dan dengan tujuampirposé.’’

Sejalan harmonisasi hukum tersebut, perlu dipedimgkan putusan MK
Nomor 03/MK/PUU-2006 tentang sifat unsur melawakum materiil yang hanya
membatasi pada ketentuan hukum tertulis. Syaratdbdalam harmonisasi adalah
merujuk kepada struktur penyusunan ketentuan d&lak PBB 2003 dan undang-
undang pemberantasan korupsi yang berlaku. Pemedimionesia tidak menyatakan
reservasi atas ketentuan KAK PBB 2003 kecuali unkekentuan penyelesaian
sengketa saja, maka secara normatif sesuai dengamhperjanjian internasional
yang diakui dalam Konvensi Wina mengenai Perjanjlaternasional (1969),
harmonisasi hukum harus dilakukan terhadap lebith 5@% ketentuan undang-
undang pemberantasan korupsi yang berf&ku.

Konsekuensi hukum daripadanya adalah perlu disusdd baru
pemberantasan korupsi, bukan UU perubahan atasdstbgrantasan korupsi yang
berlaku. Bertitik tolak kepada alur pikir sesuandan ketentuan hukum internasional
dan teknis penyusunan perundang-undangan dalamngnawang No 10/2004
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundaaggan, maka perubahan
ketentuan baru dalam UU pemberantasan korupsi rpendabih dari 709’
Konsisten dengan sistematika dan alur pikir seoi@as&kuensi hukum dari ratifikasi

KAK PBB 2003 tersebut, proses penyusunan dan pesamuetentuan dalam UU

Dari hasil kajian itu menemukan tumpang tindih disfi ‘pegawai negeri' dan 'penyelenggara
negara'. Definisi '‘penyelenggara negara' dalam 8989 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas KKN, telah tercakup dalam definisi 'pegjavegeri' sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2
UU 31/1999 tentang Korupsi. Solusi yang ditawar&eéalah istilah pegawai negeri dan pejabat negara
dilebur menjadi 'pejabat publik'. Celah lain adatadsalah penyuapan. Definisi penyuapan yang diatur
UU korupsi Indonesia, masih mendefinisikannya seb&ggiatan aktif-pasif. Sementara UNCAC
menekankan adanya unsur ‘permintasalicitation) atau bentuk aktif-aktif dalam penyuapan. Dengan
aturan UNCAC ini, meskipun belum ada penyerahargugka terbukti telah ada permintaan suap
oleh pegawai negeri maka perbuatan itu telah depmggbagai penyuapan
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html
398 http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Art&@p=detail _artikel&id=110

ibid.,
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baru pemberantasan korupsi harus mencerminkan gratagy formal dan materiil
yang telah diuraikan di atas. Bagian penting darimonisasi sebagaimana diuraikan
di atas adalah visi pemberantasan korupsi pasitieaatitersebut yang akan menjiwai
kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan kodiupsasa yang akan datang.

Untuk menemukan visi pemberantasan korupsi masanglatdiperlukan
pengkajian mendalam dari berbagai aspek dan waweasanluas dari tim penyusun
untuk menemukan aspek sosial, budaya, ekonomitikpglang terkait ke dalam
pemberantasan korupsi. Alasannya, pemberantasapdiqgrascaratifikasi KAK PBB
2003 bukan semata-mata penegakan hukum dalam abangak mungkin
memenjarakan koruptor, melainkan juga harus dipédngkan sejauh manakah
relevansi penghukuman koruptor dengan kemanfaatéedar dari aspek ekonomi,
sosial, dan budaya bagi bangsa dan negara.

Berpijak kepada kondisi riil penegakan hukum seeaerapan KAK PBB
2003 yang konsisten dan produktif untuk memperkapéran tahunan pemerintah
Indonesia ke PBB, maka visi penyusunan UU baru jeeambasan korupsi harus
memuat visi mengenai pencegahan korupsi, penind&kaunpsi dan penegakan
hukumnya, visi bagaimana membangun kerja samanagamal, khususnya di dalam
pengembalian aset hasil korupsi yang ditempatkanediara laif® Keempat visi
pemberantasan korupsi tersebut harus disusun eapsithergis ke dalam UU baru
pemberantasan korupsi tersebut. Keempat visi tetskhrus secara tepat dapat
menempatkan tujuan penjeraan dan pemulihan kerugegara dan kerugian
masyarakat secara proporsional dan transparan lsertanggung jawab sehingga
bangsa dan negara dapat memetik manfaat nyatgpearberantasan korupsi dan
bukan sekadar memperoleh citra melainkan juga mekksn kinerja nyata.

Oleh karena pemerintah Indonesia harus memperhatkaitan antara
UNCAC dengan sistem hukum di Indonesia. Hal yanstipdilakukan menurutnya

adalah harmonisasi antara UNCAC dengan peraturanng@ng-undangan yang

80 http://majalah.depkumham.go.id/article.php/ /226/
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ada® Soal revisi UU Korupsi yang baru ini, tim revisemunggu kerja dari tim ahli
PBB yang akan membuat petunjuk pelaksanaan danjpktteknis UNCAC. Selain
konsentrasi terhadap revisi UU Korupsi, ada duaydhg perlu diperhatikan. Yakni
UU PSK serta KMIP. Dua UU ini mutlak ada sebagaidamping UU Korupsi yang
baru. Departemen Luar Negeri harus jeli sebelumdeeositkan ratifikasi UNCAC
ke PBB.

Ada beberapa hal penting yang telah dirumuskarsiré&y Tindak Pidana
korupsi, yaitu sebagai berik?ft.Pertama usulan revisi UU Tindak Pidana Korupsi,
semula ditujukan agar UU tersebut senantiasa nl@mkemampuan untuk
mengantisipasi modus kejahatan korupsi yang teralsnrberkembang. Lebih dari
itu, dampak dari korupsi juga tidak hanya berkendangan kerugian keuangan
negara saja, tetapi juga telah melemahkan lembagantiai-nilai demokrasi, etika,
dan keadilan serta membahayakan pembangunan bgtkata dan supremasi
hukum, selain mengancam stabilitas dan keamanagansst.Kedug revisi juga
dimaksudkan agar UU tersebut diharmonisasikan sgsuwai dengabnited Nation
Convention Against CorruptiolUNCAC) 2003 yang telah diratifikasi menjadi UU
No 7 Tahun 2006 sehingga dapat digunakan sebagas akntuk melakukan kerja
sama internasional dengan berbagai negara lairkarana tindak korupsi sudah
berkembang menjadi kejahatan transnasional.

Namun secara de facto, usulan revisi UU Tindak riadgorupsi memiliki
beberapa kelemahan mendasar. Kelemahan dimaksuagt dapmuskan sebagai
berikut??
hal-hal penting yang tersebut di dalam UNCAC 20681aJU No 7 Tahun 2006.

Salah satu indikasinya, revisi UU tersebut tidakngatur secara komprehensif hal-

Pertama usulan revisi UU dimaksud belum sepenuhnya memgakiasi

8 Memang substansi UNCAC menyinggung banyak UU. Misasaja,UU Korupsi, UU Pencucian
Uang, UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSKygaUU Kebebasan Memperoleh Informasi
Publik (saat ini masih RUU KMIP)bid,.
532 http://www.perbendaharaan.go.id/modul/terkini/ingip2id=810

ibid.,
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hal yang berkaitan dengaassets recoverypadahal aturan pengembalian aset ini
merupakan salah satu pilar dan terobosan utama giamguskan dalam konvensi
antikorupsi dimaksud.Kedug usulan revisi UU Tipikor justru mengatur hal
sebaliknya atas rumusan pasal yang sudah diatarasézbih tegas pada UNCAC
2003 atau UU No 7 Tahun 200&etiga revisi UU mempunyai judul tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantépior didefinisikan sebagai
rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantiektpidana korupsi sesuai
Pasal 1 angka 3 UU No 30/2002. Di dalam revisi UpiKbr tersebut justru tidak
dirumuskan sama sekali hal ihwal mengenai tinddkatakan pencegahan tipikor
yang di dalam UNCAC 2003 justru dirumuskan secaléhl utuh.

4.1.2 Belum Adanya Aturan MengenaiAsset Recovery

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesiapengembalian asset
hasil korupsi akan menghadapi masalah hukum teirsdradk secara konsepsional
maupun operasionif. Pengembalian aset merupakan nomenklatur baru dan
tersendiri, terpisah dari istilah "Keuangargi&”. Istilah ini jelas menunjukkan
secara eksplisit bahwa aset hasil korupsi adalata seerta merupakan harta
kekayaan negara. Sedangkan harta kekayaan pih@ja keing beriktikad baik dan
juga mereka yang dirugikan karena korupsi tidak penoieh perlindungan hukum
berdasarkan keenam undang-undang tersebut.

Hanya saja, sebagai hal yang baru ini akan metgatilngan bagi Indonesia.
Apalagi, asset recovery ini tidak ada padanannyanddukum Indonesia. Selain
sesuatu yang baru, hal ini juga akan mendapatkatangan lain. Misalnya soal

kerjasama internasional dan sistem hukum di tiagarse yang jelas berbeda.

84 |stilah "pengembalian aset (asset recovery) tidatud secara eksplisit dalam dalam UU No
17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No 1/28@4ng Perbendaharaan Negara maupun dalam
UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/200latemtPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Bahkan, juga tidak diatur di dalam UU No 15/200hgadiubah dengan UU No 25/2003 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang. Keenam undang-untsgbut hanya mengenal/mengakui istilah,
"Keuangan Negara'lbid.,
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Bandingkan dengan hukum acara perdata Indonesiasdfogugatan di Indonesia,
gugatan dapat diajukan terhadap orang atau badanmhyang bertempat tinggal di
Indonesia. Jika dibandingkan dengan UNCAC, makaipgmngkajian sendiri dalam
hal penggugatnya adalah negara. Selain itu, dalakarh pidana korupsi, gugatan
perdata yang dapat dilakukan dalam hal adanya ierugeuangan negara tetapi
perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur tindak pidanapsi, hanya dapat dilakukan
oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Belum dipeauatoh kasus jika gugatan
tersebut dilakukan oleh negara asing. Selain wsqalan lain akan muncul ketika
asset recovery dilakukan dalam hubungan negaraadenggara state to state
Pasalnya, saat itu terjadi perlu sebuah lembagagang otoritas. Prinsip mengejar
asset dalam praktek pada kenyataannya belum ddpletashakan secara maksimal,
mengingat ketentuan tentang prosedur pengambilset &glum diatur secara tegas
dalam Undang-undang Pencucian Uang Indonesia, ggirdiharapkan dalam
amandemen kedua nanti, wacana tersebut akan dierkgan menyesuaikamest
practice FIU di beberapa negara, seperti Thailand, Philipidan Malaysia.
Sedangkan praktek di Amerika Serikat, sekalipun émmgan tersebut tidak
dilaksanakan oleh FInCEN, penyidik negara yangdmgkutan secara proaktif dapat
melaksanakannya.

Dengan terakomodasikannya ketentuan di bidasget recoverydalam
amandemen tersebut, diharapkan nantinya agar dareayéng diduga terkait dengan
kejahatan akan dapat dibekukan oleh PPATK. Pemineksat tersebut dilaksankan
dalam konteks pidana, tetapi dalam proses sela@uimenggunakan prosedur
perdata, artinya pihak yang merasa memiliki darnsebat dapat mengajukan dirinya
selaku pemilik yang sah secara perdata, namun mdralus membuktikan dengan
alat bukti yang kuat atas kepemilikannya itu. Qaeabuktian semacam ini dikenal
dengan sistim pembalikan beban pembuktian.

Pengaturan khusus “pengembalian asset” dalam KenveBB tersebut

mencerminkan bahwa pandangan tentang aset hasilpdtomerupakan harta
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kekayaan negara harus diakhiri. Jika tidak, halalpiketiga yang dirugikan karena
suap dan korupsi tidak akan terjangkau secara hul@etama ini dalam praktik,
proses peradilan kasus tindak pidana korupsi hanganentingkan kepentingan
negara. Hal ini tidak dapat dielakkan selama ke@mntpasal 2 dan pasal 3 UU No
31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001 hanya gasken unsur "kerugian
keuangan negara atau perekonomian negara”’ sajaeenPBB Antikorupsi 2003
tidak menempatkan unsur “kerugian negastateé damagé sebagai unsur
menentukan ada tidak adanya suatu tindak pidanapg&orsehingga perlu ada
perubahan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidangp&ioDi lain pihak, RUU
baru tersebut harus dapat menyediakan saluran hiblaginpihak ketiga atau pihak
yang dirugikan langsung oleh tindak pidana korupguk mengajukan gugatan ganti
rugi terhadap pemerintah atau terhadap terdakwagzekorupsi.

Berkaitan dengan perubahan paradigma tersebut dis, atperlu
dipertimbangkan secara hati-hati untuk segera medakukan undang-undang baru
pemberantasan korupsi, jika status hukum asetfesslt korupsi tidak ditetapkan
terlebih dulu karena UU No 17/2003 dan UU Perbeadsn Negara telah
menegaskan lingkup definisi keuangan negara atdoepeéaharaan negara. Dalam
hal ini, sudah tentu perlu diteliti kembali UU tangj Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBPY° Sehubungan dengan pengembalian aset hasil kadipisilonesia,
telah terbukti, sampai saat ini pemerintah tidagase transparan dan bertanggung
jawab mengemukakan secara rinci penerimaan nyata Kdgagung dan KPK
mengenai nilai kerugian keuangan negara yang tdilkbmbalikan atau diterima
departemen keuangan. Kejaksaan Agung dan KPK taamberitahukan kepada
Komisi Il DPR mengenai hasil kinerja pengemball@rugian negara akan tetapi
tidak ada pernyataan dari Depkeu kebenaran setmaih kinerja kedua lembaga

tersebut.

85 http://www.depdagri.go.id/konten.php.berita&id=1234
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Pengumuman resmi nilai total penerimaan pengembdleugian negara
belum pernah disampaikan kepada publik atau DPRARIs dasar pertimbangan
tersebut, perlu dipertimbangkan badan pengelolaasst hasil korupsi yang telah
dikembalikan oleh Kejagung dan KPK di masa yangnakktang sehingga
pengelolaan dan pertanggungjawaban pemasukan degelparan anggaran hasil
korupsi dapat dilaksanakan secara transparan. legupadan tersebut juga penting
untuk mencegah hambatan-hambatan teknis pendanaemn kgggiatan operasional
Kejagung dan KPK dalam melaksanakan tugas-tugataysa harus membebani
anggaran masing-masing lembaga tersebut yang didih memadai lagi. Untuk
tujuan tersebut diperlukan undang-undang tersernidittang Pengembalian Aset
Hasil Korupsi untuk memperkuat kinerja kedua lengbpgnegak hukum tersebut.

Revisi UU Pemberantasan Tipikor telah gagal merkanuspijakan dasar
keadilan yang hendak digunakan sebagai politik geken hukum pemberantasan
korupsi. Pada konteks, penghapusan eksistensi &itrgaindak Pidana Korupsi
ada beberapa hal penting yang perlu diajukan dieajidiGagasan itu mengemuka
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 012-018/PUU-1V/2006 tanggal
12 Desember 2006 yang menyatakan, "Pembentukanagisng tindak pidana
korupsi berdasarkan Pasal 53 UU No 30/2002 terkamgisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undasgrf1845°%°

Pertimbangan Putusan MK dimaksud juga menyatakdmwdaPasal 53
tersebut masih mempunyai kekuatan mengikat sampdakbn perubahan paling
lambat tiga tahun sejak putusan dibacakan. Halinmerdi dalam pertimbangan
putusan dimaksud menyatakan Pasal 53 menimbulkamdat ganda peradilan
korupsi yang berbeda antara pengadilan umum dagapéan tipikor. Putusan
tersebut tidak menyatakan bahwa eksistensi pergatpikor bertentangan dengan

UUD. Lebih dari itu, MK justru menyarankan agar alakukum pengadilan tipikor

86 http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Beritablaasl&op=detail berita&id=1234
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diperkuat sehingga perlu segera dibuat undang-gnéanu mengenai pengadilan
tipikor.

Uraian tersebut dapat diartikan, pertimbangan putudK hanya melarang
adanya dualisme peradilan korupsi, karena dapat yebabkan terjadinya
ketidakpastian dan bukan menghilangkan eksisteasi mengadilan tipikor. Pada
interpretasi yang luas dapatlah ditafsirkan, sedrgra tidak ada lagi persidangan
kasus korupsi di pengadilan umum karena semua Kamupsi seharusnya hanya
disidangkan pada pengadilan khusus korupsi. Berkasalasan ini, pernyataan atau
wacana yang menghendaki likuidasi eksistensi pelagadkhusus tipikor ialah
inkonstitusional karena bertentangan dengaliving constitution yang telah
dirumuskan Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbanga pada Putusan MK No
012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 12 Desember 2306.

Berkenaan dengan kecenderungan di atas yang meligatisu penting,
yaitu: delegitimasi kewenangan KPK, politik hukuring tidak jelas pada revisi UU
Tindak Pidana Korupsi serta upaya mendekonstruksistensi pengadilan khusus
tipikor telah menyebabkan meningkatnya kecemasam ldidakjelasan politik
penegakan hukum pada tidak pidana korupsi. Jikaktidda upaya konkret
membendung kecenderungan tersebut, sinyal@meuaptor fight backmenjadi fakta

yang tak dapat diingkari.

87 Setidaknya dikenal tiga jenis pengadilan khusumyydiatur pada beberapa peraturan perundangan di
Indonesia, yaituPertama pengadilan Mahkamah Syariah yang diatur di ddlértentang Aceh yang
menyatakan bahwa semua pengadilan agama di Acédhaskzbagai bagian dari Mahkamah Syariah;
Kedua, pengadilan yang berdiri sendiri seperti pengadpajpk yang memiliki independensi dari
pengadilan tata usaha negara kendati kepaniteraanagih berinduk pada Mahkamah AguKgtiga,
pengadilan khusus yang seperti Pengadilan Ad HotMHpengadilan anak, pengadilan hubungan
industrial dan lainnya. Di dalam konteks apa jgr@agadilan khusus, juga akan berkaitan erat dengan
pengaturan mengenai kewenangan dan kedudukanesayagilan khusus tipikor tersebiltid.,
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4.1.3 Kerjasama Internasional Indonesia masih lemah

Indonesia tidak otomatis akan semakin mudah daleseep pengembalian
aset-aset hasil korupsi yang dilarikan ke negairg kekalipun telah meratifikasi
Konvensi PBB mengenai AntikorupsUN Convention Against Corruptiomatau
UNCAQC). Dari tiga jalur yang tersedia untuk pengeirdn aset-aset hasil korupsi di
negara lain, yaitu melalui proses penyelidikan kmeth melalui litigasi sipil, dan
melalui perampasan aseséet forfeiturg Indonesia masih belum mempunyai aturan
hukum mengenai perampasan aset. Untuk pengemiaaliryang ada di negara lain,
Indonesia sudah memiliki mekanismenya, tetapi beknkoordinasikan dalam suatu
upaya bersama-sama. Meski telah diratifikasi, UNCB&um bisa dimanfaatkan
karena banyak negara tempat aset Indonesia bergdan bmenjadi pihak dari
konvensi tersebut. Sehingga, pemerintah punya gagdalam sidang yang kedua
para pihak UNCAC di Indonesia, agar para pihak pysgngaturan yang lebih teknis
dan sederhana. Dalam UNCAC memang ada, tetapnyifahasih pedoman umum.

Jika upaya pengembalian aset itu dilakukan meladmyelidikan kriminal,
prosesnya akan lama. Sedangkan melalui litigadi lsiga lebih cepat, tetapi mahal
biayanya. Yang bisa dipakai itu perampasan asdtalMe&ara ini, aset bisa langsung
dirampas tanpa ada suatu keputusan pidana. Itudiamghgkinkan dalam Konvensi
Antikorupsi. Sebagai negara yang akan meminta pebgkan asetnya yang ada di
negara lain, Indonesia juga harus timbal balik,p simmenerima permintaan
pengembalian aset hasil korupsi milik negara langyada di Indonesia. Oleh karena
itu, dalam aturan hukum RI harus ada soal perampaset itu. Kalau ada aturan itu,
polisi atau PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisisn3aétisi Keuangan) bisa
melakukan penyitaan terhadap suatu aset tanpatadkeputusan pidana.

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pembegi Indonesia masih
cenderung lemah. Sistem ekstradisi di Indonesiaagab bagian dari bentuk
kerjasama masih bersifat administratif dan cendgnuolitis karena ditentukan oleh

Presiden. Selain ekstradisi, beberapa kalanganmegapersoalkan MLA. Dalam hal
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MLA Indonesia kurang progresif. Hal ini dapat dédthdari keterlambatan Indonesia
meratifikasi perjanjian MLA yang sudah ditandatamg#engan negara lain. Padahal,
MLA cukup berperan dalam hal pengembalian aseti Relemahan kerjasama
internasional Indonesia tersebut, Indonesia megakegagalan dalam memenuhi
target dalam memberantas dan menyelesaikan magalalpsi terutama untuk
membawa pulang aset para koruptor Indonesia ydagkain ke luar negeri.

Tim Pemburu Koruptor gagal memenuhi target unt@omawa pulang aset
para koruptor Indonesia yang dilarikan ke luar megeegagalan Tim Pemburu
Koruptor ini salah satunya disebabkan adanya masalleum antar dua negara, yaitu
Indonesia dengan negara yang menjadi save havantatgat pelarian koruptor.
Kemudian Tim ini mengadakan pertemuan lanjutan dergparat penegak hukum
Hong Kong guna mencairkan sejumlah asset milik pamulndonesia yang dilarikan
ke sana. Pembicaraan dengan pihak Hong Kong memakgp alot. Ketika tim
Pemburu Koruptor datang ke Hong Kong untuk memhblaan pencairan aset
September 2005, kepolisian Hong Kong mengajukarasygalanya pembagian equal
share dari setiap pengembalian aset teré&tRinciannya adalah 20 persen untuk
administrasi dan selebihnya equal share antara rpgate Rl dengan Hong Kong.
Tim Pemburu Koruptor tentu saja keberatan dengamiptgaan Hong Kong ini
dengan alasan bahwa uang tersebut berasal damktipidana korupsi yang
merugikan negara. Kepolisian Hong Kong lalu menrgata terkait dengan equal
share ini harus dibicarakan lagi pada level yanigihletinggi, yaitu Menteri

Kehakiman Hong Kong, selalagntral authority

Kendala tidak hanya berhenti sampai disitu. Unt@dojadwalkan pertemuan
dengan aparat Hong Kong juga memerlukan kesab&strae Tadinya, pertemuan
dijadwalkan digelar di Jakarta, 19 Desember 20Gfpi karena jadwal yang selalu

tidak cocok akhirnya dijadwal ulang sekitar perigman Januari 2006, namun pihak

88 http://kkn-watch.blogspot.com/2007/11/kkn-watch-nbemu-aset-korupsi-di-luar.html
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Hong Kong tidak bisa datang. Akhirnya, kesepakatkinir ditentukan tanggal 1-4
Februari 2006, otoritas Hong Kong akan datang Kerfa®™ Dalam pertemuan
dengan aparat hukum Hong Kong tersebut, antararlambicarakan tentang konsep
Mutual Legal AssistancéMLA), yang menjadi dasar penarikan aset koruptamgy
disembunyikan di Hong Kong. Draft MLA tersebut shahkirimkan ke Hong Kong.
Meski demikian, Tim Pemburu Koruptor masih bisaimmg menghadapi otoritas
Hong Kong. Pemerintah Hong Kong bersedia melakuégal adviceserta meminta
agar pemerintah Indonesia mengirimkimmmal requestkepada pemerintah Hong
Kong. Hong Kong juga bersedia membicarakan kebaraderpidana atau tempat
tinggal atau transit para koruptor Indonesia di ¢itfong. Kepolisian Hong Kong
juga bersedia melakukaoint investigationatas kasus tertentu untuk mengetahui dan
membuka aliran dana aktivitas suatu rekening. &pad dilakukan asalkan penyidik
Indonesia mengajukan permintaan secara spesifiketis misalnya identitas tindak

pidana yang dimaksud, nomor rekening dan alamat.

Hal yang sama juga dimintakan oleh pemerintah Swislsagai negara yang
menjadi tempat pelarian aset koruptor Indonesiaela®t Hong Kong?
Sama seperti Hong Kong, Swiss meminta agar kedgaraesegera merundingkan
MLA berikut menyerahkan bukti-bukti lengkap sessa@tem hukum Swiss, yang
kemudian akan disampaikan ke Mahkamah Agung Svass chemenangkan kasus
ini. Dalam hal ini, Tim Pemburu Koruptor sudah mieingkan dokumen yang

diminta oleh Swiss.

Proses penyitaan ini adalah proses yang palingt sldlam upaya
pengembalian kerugian negara sebagaimana dikemuldikatas. Banyak cara dan
jalan yang bisa dipilih oleh koruptor untuk mengaken hasil korupsi, dari yang

paling sederhana sampai yang canggih dengan meaigmurekayasa finansial

¥ibid.,
“ibid.,
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(financial engineeringyang tersedia dalam praktik bisnis di dalam negaupun di
luar negeri. Dalam hubungan ini, pada tahap peksidiperkara korupsi perlu ada
kegiatan khusus, yaitu mengidentifikasi atau meawluindentifying or tracing aset
yang diduga terkait langsung atau tidak langsunpde perkara korupst. Perlu
dibentuk unit khusus untuk menelusuri kemana hesibipsi itu dikaburkan oleh
koruptor dengan membina jaringan di dalam negetpua ke luar negeri, bekerja
sama dengan semacdimancial intelligence uniyang sudah ada di berbagai negara.
Unit khusus ini perlu diberi wewenang ekstra untuénembus dinding hukum yang
bisa dimanfaatkan oleh koruptor untuk mengkaburksetnya, misalnya ketentuan
tentang rahasia bank. Tanpa adanya unit khusus penmgas menelusuri aset
koruptor pada tahap penyidikan, upaya pengembé&bangian negara rasanya tidak
akan berhasil optimal.

4.2 Persiapan yang Harus Dilakukan oleh Indonesia

Pascaratifikasi KAK 2003 memerlukan persiapan-ppan  untuk
mengurangi adanya kendala-kendala hukum dalam UN@&&ebuf? Persiapan
pertamaditujukan untuk membangun kesamaan persepsi dramenegak hukum
dan KPK, DPR RI, LSM dan ormas lainnya mengenaistfi, paradigma, dan
substansi KAK 2003 melalui proses sosialisasi yalgotori oleh Bappenas,
Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian PAN, dan KPKedug melakukan
evaluasi kelembagaan dan sinkronisasi pelaksanagas tdan wewenang masing-
masing kelembagaan agar tidak terjadi tumpang Hivdéwenang serta meninjau
kembali peraturan perundang-undangan yang berkak@mgan pemberantasan
korupsi, termasuk undang-undang tentang pencu@ag.detiga, konsultasi publik
atas RUU baru yang sesuai dengan KAK 2003; kiz@mpat perencanaan secara

strategis mengenai koordinasi dan sinkronisasinkieégyaan dan penganggarannya,

1 http://www.polkam.go.id/polkam/berita.asp?nwid=46
92 http://www.politikindonesia.com/readhead.php?id=485
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baik secara nasional maupun di tingkat proviKglima menentukan Kantor Pusat
PengendaliCentral AuthorityCA) implementasi KAK 2003 di Indonesia. Penentuan
tersebut memiliki strategi, baik secara hukum,apskonomi, dan politik sehingga
harus dilakukan dengan hati-hati dan CA yang aki&mijdk atau dibentuk oleh
pemerintah harus memiliki komitemen dan tanggungfawang luas serta dapat
kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasi. Pertimbangan lain dari
penentuan CA tersebut adalah di dalam KAK 2003hteldaetapkan keberadaan
“Conference of the Partie¢CoSP)?>?

% Hal yang terpenting dari tugas CoSP itu adalahemer laporan perkembangan implementasi
KAK 2003 di negara pihak dan melakukan kajian ulaxgs laporan tersebut, serta memberikan
rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan kinpgaberantasan korupsi sesuai dengan KAK
2003.ibid.,



BAB V
KESIMPULAN

Kebijakan Indonesia meratifikasi UNCACUIlfited Nations Convention
Againts Corruptioh merupakan langkah yang diambil oleh pemerintdandaangka
pengembalian aset hasil korupsisget recovelyIndonesia yang berada di luar
negeri. Hal ini karena UNCAC mempunyai kekuatanuetéin pemberlakuarftry
into Force bagi negara-negara pertaifikasi. Dengan demikmmionesia juga bisa
memanfaatkan kerjasama internasional dalam usatgepalian aset hasil korupsi.

Dalam implementasi UNCAC ada kendala hukum yangadhpi oleh
Indonesia, yaitu perlunya harmonisasi hukum. Haisasn hukum ini dilakukan
untuk memenuhi standarisasi internasional sesuagale UNCAC dalam hukum
nasional Indonesia. Sehingga diperlukan adanya @dgenai pelaksanaan UNCAC
tersebut dalam UU mengenai korupsi di Indonesiadude lemahnya kerjasama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah IndaneHal ini bisa dilihat dari
lambatnya pemerintah Indonesia dalam mengurusasama internasional dengan
berbagai negara. Sehingga Indonesia harus menkagkdterjasama internasional
untuk memperkuat pelaksanan UNCAC. Dengan demildgpat dikatakan bahwa
implementasi dari KAK 2003 ternyata tidak mudah eker masih ada kendala-

kendala hukum yang harus dihadapi.
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